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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengelolaan 
keuangan daerah Kabupaten Klaten sehubungan dengan kebijakan Bupati Klaten . 
Di fokuskan pada Kebijakan yang dijalankan Bupati Klaten dalam pengelolaan 
keuangan daerah sebagai upaya terciptanya good local governance dan untuk 
dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Bupati Klaten dalam 
mengelola keuangan daerah dalam rangka menciptakan good local governance. 
Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian non doktrinal dengan dikaitkan 
pada konsep hukum Soetandyo Wignyosubroto yang kelima. Sifat penelitian ini 
adalah deskriptif. Bentuk penelitian yang digunakan adalah evaluatif. Lokasi 
penelitian adalah di Kantor Kepala Daerah, Kantor DPRD dan Kantor Dinas-
Dinas Daerah Kabupaten Klaten. Jenis data yang digunakan adalah data primer 
dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam 
(indept interview). Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan 
model interaktif. 
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pambahasan sehubungan 
dengan permasalahan yang dikaji maka dapat disimpulkan bahwa : (a) Kebijakan 
yang dijalankan oleh Bupati Klaten selaku Pemegang Kekuasaan Umum 
Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang baik 
(Good Local Governance) yaitu antara lain Peraturan Peraturan Daerah 
Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009, Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 
Tahun 2006, Peraturan Bupati Klaten Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Bupati 
Klaten Nomor 36 Tahun 2009 dll. (b) Bahwa dalam menjalankan kebijakan 
tersebut terdapat Faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja Bupati yaitu 
dalam Komponen struktur bahwa beberapa ketentuan belum dapat dilaksanakan 
terutama peraturan yang baru/ yang disahkan pada Tahun 2009. Pengelolaan 
keuangan daerah yang belum sepenuhnya efektif, berkaitan dengan kinerja pejabat 
sehingga perlu penguatan lembaga dan peningkatan profesionalisme kerja. 
Komponen substansi bahwa terdapat salah satu contoh peraturan yang masih 
menunjukkan ketidak jelasan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi Pemerintah PSAP 02-6 Paragraf 22 dan PSAP 02-6 
Paragraf 63. Komponen kultur Masyarakat juga dilibatkan dalam kontrol 
pengelolaan keuangan daerah dengan adanya musrenbangda, namun kenyataan 
kegiatan ini belum efektif dilaksanakan. Mengingat kultur masyarakat Klaten 
yang kurang peduli terhadap kegiatan kaitannya pengelolaan keuangan daerah 
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ABSTRACT 
Rawan Supriyadi, S.310208007. 2009. Law Study and Policy Related 
with the POLICY OF KLATEN’S REGENT AS HOLDER OF GENERAL 
AUTHORITY OF REGION’S FINANCE MANAGEMENT IN ORDER TO 
CREATE GOOD GOVERNANCE. Thesis: Postgraduate Work of Law Faculty of 
Sebelas Maret Surakarta University.  
This research is intended to inspect and to analyze the Region’s finance 
management related with the policy of Klaten’s Regent. To be in focused on the 
policy that has been done by Klaten’s Regent in managing the region’s finance as 
an effort of the creation of good local governance and to know the factors that 
influence the Klaten’s Regent in managing the region’s finance in order to create 
good local governance.  
The kind of this thesis is a non doctrinal research related with the fifth 
point of law concept of Soetandyo Wignyosubroto. The kind of this thesis is 
descriptive. The form of this research that being used is evaluative. The location 
of this research is in Regent’s office, DPRD office and Department Offices of 
Klaten regency. The kinds of the data that being used are primary data and 
secondary data. The technique of collecting the data by doing indept interview. In 
analyzing data, the writer uses qualitative data with interactive model. 
Based on the result explanation and discussion related with the 
investigated problem, thus the writer can conclude that: (a) Policy that have been 
done by Klaten’s Regent as holder of general authority of management region’s 
finance in order to create good governance are as follows; Region’s Regulations 
No. 10 in 2009, Klaten Regent’s regulation No. 35 in 2006, Klaten Regent’s 
regulation No. 21 in 2008, Klaten Regent’s regulation No. 36 in 2009, etc. (b) 
That in doing the policy, there are some factors that can block the occupations of 
Regent. They are in the component of structure that some certainties have not 
done yet especially the new rules/ have been legalized in 2009. The Region’s 
Finance Management has not completely effective yet, related with the official’s 
occupation, so it needs department’s support and increasing of work 
professionalism. In Substantial component, there is one of the example that still 
state this uncertainty, Klaten Regent’s regulation No. 24 in 2005 about standard 
Government accountancy PSAP 02-6 paragraph 22 and PSAP 02-6 paragraph 63. 
In Component of culture, the societies are also involved in controlling of 
management region’s finance with musrenbangda, although the fact of this 
activity has not effectively done yet, reminding the culture of Klaten societies who 
are not care about the activity related with the management of the region’s 
finance.   
Key Word: Policy of Klaten’s Regent, Management of region’s finance, 




















































A. Latar Belakang Masalah.  
Dalam proses demokratisasi, good governance sering mengilhami para 
aktivis untuk mewujudkan pemerintahan yang memberi ruang partisipasi 
yang luas bagi aktor dan lembaga di luar pemerintah sehingga ada pembagian 
peran dan kekuasaan yang seimbang antara Negara, masyarakat sipil, dan 
mekanisme pasar.  Adanya pembagian peran yang seimbang dan saling 
melengkapi antar ketiga unsur tersebut bukan hanya memungkinkan adanya 
check and balance tetapi juga menghasilkan sinergi yang baik dalam 
mewujudkan kesejahteraan bersama.  
Good governance sebagai sebuah gerakan juga didorong oleh 
kepentingan berbagai lembaga donor dan keuangan internasional1  untuk 
memperkuat institusi yang ada di Negara dunia ketiga dalam melaksanakan 
berbagai kegiatan yang dibiayai oleh berbagai lembaga itu. Mereka menilai 
bahwa, kegagalan-kegagalan proyek yang mereka biayai merupakan akibat 
lemahnya institusi pelaksana di negara-negara dunia ketiga yang disebabkan 
oleh praktik bad governance seperti tidak transparan, rendahnya partisipasi 
warga, rendahnya daya tanggap terhadap kebutuhan warga, diskriminasi 
terhadap stakeholders yang berbeda, dan inefisiensi. Karena itu, lembaga 
keuangan internasional dan donor sering mengkaitkan pembiayaan proyek-
proyek mereka dengan kondisi atau ciri-ciri good governance dari lembaga 
pelaksana. 
                                                            
1 Di antara lembaga keuangan internasional yang secara aktif mendorong pengembangan 
good governance adalah Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, serta sejumlah lembaga donor 
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Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah adalah 
salah satu landasan  yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. 
Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pengembangan otonomi 
daerah pada Kabupaten dan Kota diselenggarakan dengan memperhatikan 
prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan 
serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi yang 
diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan 
memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada 
pemerintah daerah secara proporsional2. Artinya pelimpahan tanggung jawab 
akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan dari sumberdaya 
nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah3. 
Kebijakan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
kiranya dapat mewujudkan daerah otonom yang efisien, efektif dan akuntabel 
secara berkesinambungan serta diperhatikannya secara seksama salah satu 
aspek dari pemerintah daerah yaitu aspek pengelolaan keuangan daerah dan 
anggaran daerah. 
Anggaran daerah yang diartikan sebagai rencana kerja pemerintah 
daerah dalam bentuk satuan uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu 
tahun), selama ini memang belum mampu memainkan perannya secara 
optimal. Hal ini  disebabkan bahwa selama ini anggaran daerah lebih 
                                                            
2Luas berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan 
pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. 
Prinsip otonomi nyata yaitu suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan 
dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyata-nyatanya telah ada dan 
berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. 
Otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya  harus benar-
benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk 
memberdayakan daerah termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bagian 
utama dari tujuan nasional. Baca dalam Ateng Syafrudin, Kapita Selekta Hakikat Otonomi dan 
Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah, ctk. Pertama, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 
35. 
3 Diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
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merupakan instrument pembinaan pemerintah atasan kepada pemerintah di 
bawahnya yang lebih cenderung didasarkan atas law and orders pemerintah 
di atasnya. Dalam era reformasi saat ini, lebih terlihat adanya perubahan yang 
mendasar akan peran dan fungsi anggaran daerah. Dengan berlakunya 
Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah diharapkan mampu memainkan perannya sebagai instrumen 
manajemen bagi pemerintah daerah. Dengan kedua instrumen kebijakan 
tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk dapat mengurus rumah 
tangganya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana 
yang diberikan kekuasaan terletak pada kepala daerah baik Gubernur, 
Bupati/Walikota.  
Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral 
dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. 
Pengembangan kapabilitas diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki 
kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan perannya 
secara efisien. Sedangkan peningkatan kapabilitas diartikan sebagai upaya 
untuk menyelaraskan kapabilitasnya dengan tuntutan dan kebutuhan publik. 
Dalam kaitan ini anggaran daerah harus mampu secara optimal difungsikan 
sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, 
membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi 
pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-
ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, 
dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.  
Partisipasi masyarakat dalam proses siklus anggaran (meliputi tahap 
penyusunan anggaran, tahap pengesahan anggaran, tahap pelaksanaan 
anggaran, tahap pengawasan pelaksanaan anggaran serta tahap 
pertanggungjawaban anggaran), sangat menentukan keberhasilan pemerintah 
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Keterlibatan masyarakat dalam seluruh siklus anggaran diharapkan akan 
mampu mengatasi berbagai permasalahan anggaran, seperti kebocoran dan 
pemborosan atau penyimpangan pengalokasian anggaran yang cenderung 
lebih berorientasi pada kepentingan  birokrasi dan bukan kepentingan 
masyarakat.  
Manajemen pengeluaran daerah sebagaimana telah dikemukakan 
sebelumnya mencakup perencanaan dan pengendalian pengeluaran daerah. 
Perencanaan dan pengendalian dalam perspektif umum merupakan dua sisi 
mata uang yang sama, sehingga keduanya meskipun mempunyai pengertian 
dan fungsi yang berbeda tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait 
dan tidak terpisahkan. Perencanaan dan pengendalian dapat dilihat sebagai 
serangkaian tahapan aktivitan manajemen yang berkesinambungan sehingga  
membentuk suatu siklus, artinya suatu tahapan tertentu akan terkait dengan 
tahapan yang lain dan terintegrasi dalam suatu siklus anggaran daerah. 
Penganggaran dalam organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah 
merupakan tahapan aktivitas yang mempunyai arti dan peran penting dalam 
siklus penganggaran. Siklus penganggaran diartikan sebagai proses untuk 
mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan 
uang yang merupakan refleksi dari aktivitas dan target kinerja yang hendak 
dicapai selama periode waktu tertentu. Penganggaran pada dasarnya 
merupakan proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk 
setiap program dan aktivitas dalam bentuk satuan uang. Tahap penganggaran 
menjadi sangat penting karena penganggaran yang tidak efektif dan tidak 
berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah 
disiapkan. Anggaran merupakan manajerial perencanaan kegiatan (plant of 
action) untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. 
Salah satu fungsi anggaran adalah sebagai alat untuk mengukur 
efisiensi dan efektivitas suatu pemerintah daerah yang menunjukkan 
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dalam bentuk pengeluaran dan belanja untuk menunjukkan batas maksimum 
jumlah uang yang diperkenankan untuk dikeluarkan pada setiap tingkat 
kegiatan yang akan dilaksanakan. Output dinyatakan dalam bentuk 
penerimaan  atau pendapatan yang menunjukkan jumlah uang yang diperoleh 
dari estimasi hasil minimal yang secara rasional dapat dicapai. Pengendalian 
atas hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dengan 
realisasinya. Dalam pengeluaran anggaran daerah, pengendalian dimaksudkan 
untuk memastikan jumlah realisasi pengeluaran atau belanja tidak melebihi 
dari jumlah yang dianggarkan serta untuk mengetahui tingkat kegiatan 
pencatatan realisasi pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar 
pertimbangan dengan anggaran dalam aktivitas pengendalian. Hasil 
pengendalian ini kemudian  disusun sebagai alat evaluasi dan belanja yang 
dianggarkan dan realisasinya serta selisih atau perbedaan antara yang 
direncanakan dengan yang direalisasikan. Selisih tersebut selanjutnya 
dianalisis realisasi kerja ini akan menjadi dasar untuk memberikan alternatif 
umpan balik untuk tahapan-tahapan aktivitas sebelumnya dalam siklus 
anggaran, sehingga akan menjadikan aksi refleksi terhadap tujuan dan sasaran 
dari anggaran daerah.  
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menetapkan landasan 
yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 
daerah, antara lain memberikan keleluasan dalam penetapan produk  
pengaturan sebagai berikut. 
1. Ketentuan tentang pokok-pokok  pengelolaan keuangan daerah 
diatur dengan peraturan daerah. 
2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan 
surat Keputusan Kepala daerah sesuai dengan peraturan daerah 
tersebut. 
3. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada 
DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja 
keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan. 
4. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan 
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Terkait dengan  pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 5  ayat (1)   
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa  Kepala Daerah merupakan 
pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah. Kekuasaan umum 
pengelolaan keuangan daerah antara lain meliputi fungsi perencanaan umum,  
fungsi penyusunan  anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi 
perbendaharaan umum daerah, fungsi penggunaan anggaran serta fungsi 
pengawasan dan pertanggungjawaban. 
Dalam melaksanakan  sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan 
keuangan daerah maka seorang kepala daerah sangat terbebani dalam 
menentukan segala hal yang terkait mengenai keuangan daerah. Oleh karena 
itu dibuatlah ketentuan pokok pengelolaan keuangan daerah yang diatur 
dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. Dibuat pula suatu Peraturan Bupati untuk mendukung pelaksanaan 
pengelolaan keuangan daerah. Untuk melaksanakan segala peraturan yang 
telah dibuat maka dibutuhkan suatu pola manajemen yang berkualitas dari 
seorang Kepala Daerah sehingga pada akhirnya mampu mencapai tujuan dari 
pengelolaan keuangan daerah.  Menuju kearah tercapainya tujuan dari sistem 
pengelolaan keuangan daerah yang bagus bukanlah hal yang mudah karena 
terkait dengan  tugas keseharian dari aparatur pemerintah  daerah. Kepala 
daerah dalam hal ini menduduki posisi yang sangat strategis dalam 
pembangunan di daerah. Dalam negara berkembang terdapat tipologi etika 
pembangunan sebagaimana disampaikan oleh Wahyudi Kumorotomo sebagai 
berikut  
”Di negara-negara  berkembang tugas utama birokrasi lebih 
dititikberatkan untuk memperlancar proses pembangunan. Itulah 
sebabnya banyak penulis yang menganalisis administrasi Negara-
negara berkembang menggunakan istilah birokrasi  pembangunan atau 
administrasi pembangunan. Definisi yang sederhana mengatakan bahwa 
pembangunan adalah proses perubahan dari suatu keadaan tertentu 
kearah keadaan lain yang lebih baik. Dalam tugas-tugas pembangunan, 
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tujuan pembangunan, baik  dalam perumusan kebijakan maupun dalam 
pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Dia harus berorientasi 
kepada  kegiatan (bukan hanya terpaku pada aturan-aturan legalistik), 
mampu memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan serta mampu 
merumuskan kebijakan-kebijakan tertentu ke arah kemajuan, 
singkatnya dia harus mampu menjadi agen-agen perubahan (change 
agent). Wajarlah apabila para administrator pembangunan diberi hak-
hak untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan berdasarkan 
pertimbangan rasional dan pengalaman yang dimilikinya. Keleluasan 
untuk mengambil kebijakan administratif (adminitrative  discretion) ini 
diberikan supaya pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan 
proyek-proyek pembangunan yang kerapkali membutuhkan 
pengambilan keputusan yang cepat itu dapat terlaksana dengan lancar”4.   
Peningkatan daya kritis masyarakat terhadap kontrol kebijakan dalam 
hal pengelolaan keuangan daerah menjadikan peran Kepala Daerah menjadi 
materi pokok sistem evaluasi kinerja aparatur pemerintah dalam 
melaksanakan otonomi daerah. Perubahan paradigmatik dalam sistem 
pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan KEPMENDAGRI Nomor 13 Tahun  
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah membawa 
konsekuensi dan harus dilaksanakannya pengelolaan keuangan daerah yang 
efektif dan efisien sesuai dengan prinsip yang berlaku. Dengan 
memperhatikan unsur tanggungjawab keterbukaan informasi maka 
selayaknya pemerintahan daerah memberikan tempat seluas-luasnya bagi 
keinginan masyarakat dalam hal transparansi demi terselenggaranya suatu 
tata kelola pemerintahan daerah baik ( good local governance).  
Klaten sebagai salah satu daerah yang juga menerapkan prinsip otonomi 
daerah, serta memiliki kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang di 
pegang oleh Bupati Klaten diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan 
                                                            
4  Wahyudi Kumorotomo.  Etika Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta,  
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keuangan daerah dengan baik.  Karena dengan pengelolaan keuangan yang 
baik dapat mewujudkan tujuan pembagunan daerah sebagai bagian tujuan 
pembangunan nasional yaitu terwujudnya pelayanan dan kesejahteraan. Hal 
ini berpengaruh karena pengelolaan keuangan merupakan tugas yang sangat 
terkait dengan tujuan pembangunan daerah. Dalam pengelolaan keuangan 
daerahpun harus berlandaskan asas umum pemerintahan yang baik. Dan 
ditegaskan oleh Bupati Kabupaten Klaten Sunarno pada Istighosah peringatan 
hari jadi Pemkab Klaten yang ke 205 mengatakan. 
”Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) menjadi 
cita-cita masyarakat Klaten. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut 
diperlukan kerjasama semua lapisan masyarakat. Koordinasi yang 
intensif antar satuan kerja (satker), menjadi langkah penting untuk 
meningkatkan kinerja. Dengan demikian program yang telah disusun 
dapat dijalankan dengan matang dan jangan sampai antar satker justru 
lempar tanggungjawab. Meningkatkan layanan publik agar akses 
informasi dan kebijakan dapat diterima masyarakat, menjadi hal yang 
penting. Karena akan memunculkan pengawasan masyarakat terhadap 
kinerja dari pegawai di lingkungan Pemkab. Jangan takut untuk dikritik 
oleh siapapun, karena hal itu wujud dari perhatian terhadap kinerja 
pemerintah. Pejabat yang memimpin satker jangan takut dikritik, karena 
itu menjadi bahan masukan dari masyarakat untuk meningkatkan 
kinerja  baik dalam layanan publik, kedisiplinan, tertib administrasif. 
Masyarakat diharapkan berperan aktif mendukung dan mensukseskan 
pembangunan”5.  
Untuk dapat mengetahui/mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah 
khusunya Kabupaten Klaten agar penelitian ini tidak melebar. Maka penulis  
akan meneliti tentang  “Kebijakan Bupati Klaten Selaku Pemegang 
Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka 
Menciptakan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”. 
                                                            
5 Pidato Bupati Klaten pada Istighosah  peringatan hari jadi  Kabupaten Klaten ke -205 di 
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B. Perumusan Masalah 
1. Apakah Kebijakan yang dijalankan oleh Bupati Klaten selaku Pemegang 
Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah telah memenui Asas-asas 
Pemerintahan yang baik (Good Local Governance)? 
2. Faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja Bupati dalam menjalankan 
roda pemerintahan selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan 
keuangan daerah dalam rangka menciptakan Pemerintah yang baik 
(Good Local Governance)? 
C. Tujuan  penelitian 
 Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan yang dijalankan oleh 
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klaten selaku pemegang 
kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah dalam rangka 
menciptakan pemerintah yang baik (Good Local Governance)? 
b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat 
kinerja kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan selaku 
pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah dalam 
rangka menciptakan Pemerintah yang baik (Good Local 
Governance)? 
2. Tujuan Subjektif 
Untuk menambah  wawasan   pengetahuan   dan  pemahaman  
penulis terhadap teori-teori dan peraturan hukum yang diterima selama 
menempuh kuliah guna mengatasi permasalahan hukum yang timbul dan 
terjadi di masyarakat. 
D. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk 
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1. Manfaat Teoritis 
Dari hasil penelitian mengenai efektifitas pengelolaan keuangan 
daerah (APBD) oleh kepala daerah selaku pemegang  kekuasaan  umum 
pengelolaan keuangan daerah menuju tata kelola pemerintahan daerah 
yang baik ( good local governance) kiranya dapat menambah literatur 
serta wacana hukum khususnya hukum keuangan negara. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran (input) bagi stakeholders penyelenggaraan pemerintahan 
daerah (local governance) meliputi pemerintahan (the state), sektor 
swasta (the private sector) dan lembaga swadaya masyarakat (civil 
society organization). 
b. Memberikan informasi tentang kebijakan yang diambil oleh kepala 
daerah melalui sistem pengelolaan keuangan daerah, sehingga 
mampu memberikan pemahaman bersama seluruh stakeholders dan 


























































A. KERANGKA  TEORITIK 
1. Kebijakan Publik  
a. Definisi Kebijakan Publik 
Kebijakan sendiri berasal dari kata “bijak” yang berarti sebagai 
berikut. 
1) Selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir 
2) Pandai bercakap-cakap, patah lidah 
Sedangkan kebijaksanaan berarti berikut ini. 
1) Kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan 
2) Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan 
dasar rencana dipelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan 
dan cara bertindak1. 
Definisi kebijaksanaan diberikan pula oleh para ahli. Keypers 
mengartikan kebijaksanaan sebagai suatu susunan dari : 
1) tujuan-tujuan yang dipilih oleh para administrator publik baik 
untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan 
kelompok; 
2) sarana-sarana dan saat-saat yang mereka pilih. 
Berbicara tentang perspektif kebijakan publik mengarahkan 
perhatian untuk mengkaji proses pembuatan kebijakan (policy making 
process) oleh pemerintah (government) atau pemegang kekuasaan dan 
dampaknya terhadap masyarakat luas (public). Thomas R Dye 
mendefinisikan kebijakan publik sebagai ”is whatever government 
choose to do is or not to do”, secara sederhana pengertian kebijakan 
publik dirumuskan dalam kalimat sebagai berikut. 
1) Apa yang dilakukan oleh pemerintah  (What government do); 
2) Mengapa dilakukan tindakan itu ( Why government do); 
3) Dan apa terjadi kesenjangan antara apa yang ingin diperbuat 
dengan kenyataan ( What difference it makes?) 2. 
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Menurut Richard Rose kebijakan publik (public policies) 
didefinisikan sebagai :  
“rangkaian pilihan yang kurang lebih satu unsur dengan unsur 
lainnya saling berhubungan termasuk keputusan-keputusan untuk 
tidak bertindak yang dibuat oleh badan-badan pejabat pemerintah 
yang diformulasikan ke dalam isu-isu publik dari masalah 
pertahanan, energi, kesehatan sampai kepada permasalahan 
pendidikan, kesejahteraan dan kejahatan”3.  
 
Robert Eyeston mendefinisikan kebijakan publik sebagai 
hubungan antara  unit pemerintah dengan lingkungannya. James E 
Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai“rangkaian tindakan 
yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh 
seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah 
tertentu “ 4.  
Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan beberapa 
karakteristik kebijakan publik. 
1) Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan 
kepada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu 
daripada perilaku yang berubah atau acak 
2) Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola 
kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada 
keputusan yang terpisah-pisah; 
3) Kebijakan publik merupakan apa yang seharusnya  dikerjakan 
oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol 
inflasi, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan 
dikerjakan; 
                                                                                                                                                                  
2 Esmi Warassih Pujirahayu, Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis, Ctk. Pertama, 
Suryandaru Utama, Semarang, 2002, hlm.8 
3 Richard Rose dalam William N disunting Muhadjirin Darwin, Analisis Kebijaksanaan 
Publik Kerangka Analisis dan Prosedur Perumusan Masalah, ctk. Ketiga, Hanindita, Yogyakarta, 
1987, hlm. 63 
4 Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, ctk. Kedua, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 
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4) Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif5. 
b. Tahap Kebijakan Publik 
 Terdapat tiga tahap kebijakan publik yaitu formulasi kebijakan, 
implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan6, akan diuraikan sebagai 
berikut. 
1)  Formulasi kebijakan 
Formulasi kebijakan bisa diartikan sebagai tahapan 
perumusan kebijakan publik. Perumusan kebijakan dapat 
dipandang sebagai kegiatan yang kemudian hari kelak akan 
menentukan masa depan suatu kehidupan publik apakah akan lebih 
baik atau sebaliknya. Menurut Charles O’ Jones bahwa untuk 
menghasilkan perumusan kebijakan yang komprehensif ada 
beberapa hal yang perlu dicermati. 
a) Jumlah dari masalah yang ditangani 
b) Lingkup analisis 
c) Memperkirakan dampak7. 
Apabila kebijakan publik telah memasuki bidang kehidupan 
hukum, maka perumusannya harus tunduk pada teknik pembuatan 
perundang-undangan. Sehingga setiap kebijakan publik yang akan 
dituangkan dalam bentuk peraturan harus memenuhi kriteria 
tertentu seperti tidak ambiguity baik secara sematik maupun 
                                                            
5 Ibid, hlm. 8-9. 
6 Pendapat ini penulis ambil dalam Setiono, Hukum dan Kebijakan Publik, Bahan 
Matrikulasi, Program Pascasarjana FH UNS, Surakarta, 2008, hlm. 4. Sedangkan James Anderson 
menetapkan proses/tapah kebijakan publik yaitu 1) formulasi masalah, 2) formulasi kebijakan, 3) 
penentuan kebijakan, 4) implementasi, 5) evaluasi. Michael Howlet dan Ramesh juga menyatakan 
5 tahap kebijakan publik yaitu: 1) penyusunan agenda, 2) formulasi kebijakan, 3) pembuatan 
kebijakan, 4) implementasi kebijakan, 5) evaluasi kebijakan. Baca dalam Subarsono, Analisis 
Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, 
hlm. 12-13. Dari beberapa pendapat didapat kesimpulan tahapan kebijakan publik yaitu formulasi, 
implementasi dan evaluasi. 
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sintatik8, dan cara perumusan yang dilakukan melalui peraturan 
perundang-undangan adalah dengan membuat rumusan-rumusan 
hipotesis9. 
Memahami formulasi kebijakan juga perlu memahami 
model-model perumusan kebijakan publik yang selama ini banyak 
digunakan salah satunya yang diuraikan oleh Thomas R. Dye, dan 
terdapat sembilan model formulasi kebijakan publik. 
a) Model sistem; bahwa suatu kebijakan tidak mungkin 
terwujud dalam ruang vakum, tetapi ia menjadi suatu 
kebijakan oleh karena interaksinya dengan lingkungan 
sekitar. 
b) Model elit; model ini hendak menyatakan bahwa proses 
formulasi kebijakan merupakan abstraksi dari keinginan 
elit yang berkuasa. 
c) Model institusional; atau disebut juga model 
kelembagaan merupakan model formulasi kebijakan 
publik yang berangkat dari turunan politik tradisional 
yang mengatakan bahwa tugas formulasi merupakan 
tugas sentral lembaga-lembaga pemerintah dan publik 
selaku pelaksana kebijakan yang dibuat oleh institusi 
pemerintah. 
d) Model kelompok; model kelompok sesungguhnya 
abstraksi dari konflik kepentingan antar kelompok atau 
antar partai dalam suatu institusi atau pemerintahan 
dalam menetapkan kebijakan publik. 
                                                            
8 Reed Dickerson dalam Esmi Warassih, op.cit, hlm. 135 
9 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Kriteria 
tersebut menurut penulis hampir terdapat kesamaan dengan pendapat Charles O’Jones dimana 
terdapat hal-hal yang harus diperhatikan agar perumusan kebijakan dapat komprehensif, terutama 
pada memperkirakan dampak, hal ini hampir sama dengan ketika membuat peraturan harus 
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e) Model proses; kebijakan publik dimaknai sebagai suatu 
aktifitas yang menyertakan rangkaian-rangkaian kegiatan 
(yang berproses) yang berujuang evaluasi kebijakan. 
f)    Model rasional; prinsip dasarnya adalah bagaimana 
keputusan yang diambil pemerintah harus sudah 
dipertimbangkan rasionalitas cost and benefits bagi 
warga masyarakat. 
g) Model inkremental; ini merupakan model formulasi 
kebijakan untuk merevisi formulasi kebijakan model 
rasional. Model ini “melanjutkan” kebijakan-kebijakan 
yang tengah berlangsung ataupun kebijakan-kebijakan 
yang telah lalu. 
h) Model pilihan publik; bahwa kebijakan yang diambil 
oleh pemerintah haruslah kebijakan yang  merupakan 
pilihan publik yang mayoritas. 
i)    Model teori permainan; bahwa kebijakan publik dalam 
kondisi kompetisi yang sempurna, sehingga pengaturan 
strategi agar kebijakan yang ditawarkan dalam 
pengambilan keputusan lain dapat diterima, khususnya 
oleh para penentang10. 
 
2) Implementasi kebijakan 
Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi 
kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu 
kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan 
suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan 
politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Ketertiban 
antara hukum dan kebijakan publik akan semakin relevan pada saat 
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hukum diimplementasikan11. Proses implementasi selalu 
melibatkan lingkungan dan kondisi yang berbeda disetiap tempat, 
karena memiliki ciri-ciri struktur sosial yang tidak sama. Demikian 
pula ketertiban lembaga di dalam proses implementasi selalu akan 
bekerja di dalam konteks sosial tertentu sehingga terjadi hubungan 
timbal balik yang dapat saling mempengaruhi. 
Secara garis besar implementasi kebijakan menyangkut pada 
tiga hal yaitu. 
a) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 
b) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; 
c) Adanya hasil kegiatan12. 
Proses implementasi kebanyakan diserahkan kepada lembaga 
pemerintah dalam berbagai jenjang/tingkat, baik propinsi maupun 
kabupaten. Setiap jenjang pelaksanaanpun masih membutuhkan 
pembentukan kebijakan lebih lanjut dalam berbagai bentuk 
peraturan perundang-undangan untuk memberikan penjabaran lebih 
lanjut. Apabila sarana yang dipilih adalah hukum sebagai suatu 
proses pembentukan kebijaksanaan publik, maka faktor-faktor non 
hukum akan selalu memberikan pengaruhnya dalam proses 
pelaksanaannya Untuk mengantisipasi hal ini diperlukan langkah-
langkah kebijaksanaan meliputi : 
a) Menggabungkan  tindakan  dari  suatu program dengan 
menetapkan  tujuan, standar pelaksana, biaya dan waktu 
yang jelas; 
b) Melaksanakan program dengan memobilisasi struktur, 
staf, biaya  resources, prosedur, dan metode; 
c) Membuat jadwal pelaksanaan (time schedule) dan 
monitoring untuk menjamin bahwa program tersebut 
berjalan terus sesuai rencana. 
                                                            
11 Hoogwood W.Brian dan Lewis Gunn dalam Esmi Warassih, op. cit, hlm. 136. 
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Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran dalam 
pelaksanaan program  tersebut akan segera diambilkan tindakan 
yang sesuai. Secara singkat pelaksanaan suatu program melibatkan 
unsur penetapan waktu, perencanaan dan monitoring13. 
 
3) Evaluasi kebijakan 
Bagian akhir dari suatu proses kebijakan publik yang 
dipandang sebagai pola aktivitas yang berurutan adalah evaluasi 
kebijakan. Evaluasi kebijakan meliputi penilaian dari isi terjadinya, 
dan hasil dari kebijakan dan proses dari bagian dalam kebijakan14. 
Menurut Lester dan Stewart bahwa evaluasi ditujukan untuk 
melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijkan dan untuk 
mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan 
dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan15. 
Evaluasi kebijakan memiliki tiga fungsi yaitu. 
a) Evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang 
valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kinerja 
kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan dapat 
dijabarkan sebagai berikut. 
(1) Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah 
dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. 
Evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh 
tujuan-tujuan tertentu telah tercapai; 
                                                            
13 Hoogwood W.Brian dan Lewis Gunn dalam Esmi Warassih, op. cit, hlm.136-137. 
14 Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, ctk. pertama, Sinar Grafika, 
Jakarta, 1994, hlm. 159. Ini memiliki pengertian bahwa evaluasi kebijakan juga membahas 
persoalan perencanaan, isi, implementasi, dan efek atau pengaruh dari kebijakan itu sendiri. Baca 
pula dalam Leo Agustino, op. cit, hlm. 185 
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(2)  Apakah tindakan yang ditempuh pada tahap 
implementasi telah benar-benar efektif, responsif, 
akuntabel, dan adil; 
(3)  Bagaimana efek atau dampak dari kebijakan itu 
sendiri. 
b) Evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada 
klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari 
pemilihan tujuan dan target, sejatinya tidak didasari oleh 
kepentingan-kepentingan nilai dari kelompok atau 
golongan atau partai tertentu. Ia harus didasari nilai yang 
dibutuhkan oleh masyarakat. 
c) Evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberikan 
sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis 
kebijakan lainnya termasuk pada perumusan masalah dan 
pada rekomendasai kebijakan16. 
Pada tahap evaluasi kebijakan publik inilah yang akan 
menjadi titik fokus penulis. Sehingga teori-teori dari evaluasi 
kebijakan akan sangat digunakan nantinya pada saat mengevaluasi 
program yang dijalankan. 
Sistem kebijakan publik adalah produk manusia yang 
subyektif yang diciptakan melalui-melalui yang sadar oleh para 
pelaku kebijakan sekaligus realitas obyektif yang diwujudkan 
dalam tindakan-tindakan yang dapat diamati akibat-akibat yang 
ditimbulkannya, setidak-tidaknya menyangkut tiga unsur penting 
yaitu. 
a) Pelaku kebijakan; 
b) Kebijakan publik; 
c) Lingkungan kebijakan. 
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2. BIROKRASI  
a. Pengertian Birokrasi 
Birokrasi dapat diartikan bermacam-macam tergantung dari sisi 
mana dilihat.  Blau and Meyer memberikan pengertian birokrasi adalah  
“jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas 
administrasi dalam skala besar serta mengkoordinasikan 
pekerjaan orang banyak secara sistematis” 17.   
Birokrasi juga bisa diartikan sebagai alat kekuasaan bagi yang 
menguasainya, di mana para pejabatnya secara bersama-sama 
berkepentingan dalam kontinuitasnya.18 Birokrasi menurut Max Weber 
adalah suatu mekanisme sosial yang memaksimalkan efisiensi dan juga 
banyak bentuk organisasi sosial yang memiliki ciri-ciri khas. Menurut 
Seidman, 
“birokrasi yang diartikan secara lebih luas termasuk di dalamnya 
semua badan yang digunakan oleh pembuat undang-undang untuk 
menimbulkan aktivitas-aktivitas yang dikehendaki atau dilakukan 
oleh pemegang peran bertindak sebagai badan pelaksana”19.  
Birokrasi (pemerintahan)  juga dapat diartikan sebagai suatu 
organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang 
memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, 
dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangka 
mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. 
Karena pada dasarnya birokrasi dilihat dari prespektif pemerintah yaitu 
                                                            
17  Blau, Peter M Meyer, Birokrasi dalam Masyarakat  Modern, Universitas Indonesia 
Press, Jakarta, 1987, hlm. 4. 
18 Safri Nugraha, dkk, Hukum Administrasi Negara, ctk. Pertama, Center of Law and good 
Governance Studies FH UI, Depok, 2007, hlm. 180. Disebutkan pula ciri dari Birokrasi yaitu, 1) 
adanya pelaksanaan prinsip-prinsip organisasi dengan sepenuhnya; 2) adanya peraturan yang 
benar-benar ditaati; 3) Para pejabat bekerja dengan sepenuh perhatian menurut kemampuannya 
masing-masing; 4) para pejabat terikat olah disiplin; 5) para pejabat diangkat berdasarkan syarat-
syarat teknis berdasarkan peraturan; 6) adanya pemisahan yang tegas antara urusan dinas dan 
pribadi. 
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Badan pemerintah yang melaksanakan fungsi-sungsi manajemen 
pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, 
koordinasi, resolusi konflik, dll), penetapan kebijakan publik, bersikap 
netral dan profesional, melaksanakan etika birokrasi dan tata 
pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif). 
Fungsi dan peran birokrasi meliputi hal-hal sebagai berikut. 
1) Melaksanakan pelayanan publik;  
2) Pelaksana pembangunan yang profesional (merrit system); 
3) Perencana, pelaksana dan pengawas kebijakan (manajemen 
pemerintahan); 
4) Alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi) 
masyarakat  dan negara yang netral dan bukan merupakan 
bagian dari kekuatan atau mesin politik (netralitas birokrasi). 
Birokrasi memiliki tujuan-tujuan tertentu antara lain. 
1) Sejalan dengan tujuan pemerintahan 
2) Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi 
dan misi pemerintah dan negara 
3) Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan 
dengan netral dan profesional 
4) Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari 
perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi,sinkronisasi, 
represif, prepentif, antisipatif, resolusi, dll 
Dilihat dari tingkatan pemerintahan, birokrasi terbagi sebagai 
berikut. 
1) Pemerintahan Pusat 
2) Pemerintahan Propinsi 
3) Pemerintahan Kabupaten/Kota 
4) Pemerintahan Desa20. 
b.  Birokrasi dan Kebijakan Publik 
Sebagai kajian kebijakan publik, terdapat pula kaitan antara 
birokrasi dan kebijakan publik. Keberadaan dan kehadiran birokrasi 

















































commit to user   21 
 
pekerjaan yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh banyak orang. 
Birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan 
modern untuk melaksanakan berbagai tugas-tugasnya yang bersifat 
spesialisasi, dilaksanakan dengan sistem administrasi  dan biasanya 
oleh para aparatur pemerintah. 
Aparatur pemerintah dalam hal ini badan/Pejabat Tata Usaha 
Negara sebagai birokrat dalam melaksanakan fungsinya 
menyelenggarakan urusan pemerintahan, memiliki wewenang yang 
sumbernya diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Wewenang tersebut kemudian melahirkan kekuasaan yuridis suatu 
jabatan untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban publik dan 
hak-hak publik. Sebuah pemerintahan, birokrasi berfungsi untuk 
menghubungkan  penguasa dengan kepentingan rakyat agar segenap 
kepentingan rakyat dapat terpenuhi sesuai dengan kebijaksanaan publik. 
Kebijaksanaan publik tersebut yang kemudian tertuang di dalam suatu 
peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan, yang untuk 
tingkat daerah kabupaten berupa produk hukum daerah baik berupa 
peraturan daerah kabupaten maupun Keputusan Bupati. 
Keberadaan kebijaksanaan publik tidak terlepas dari birokrasi. 
Birokrasi merupakan alat pemerintah dalam menyelesaikan berbagai 
permasalahan dengan membuat keputusan-keputusan. Fungsi 
pembuatan peraturan justru lebih banyak dilakukan oleh pemerintah, 
yang dalam prakteknya diperankan oleh birokrasi21. Kebijaksanaan 
publik dalam bentuk peraturan perundang-undangan pada umumnya 
mengatur hal-hal yang umum dengan tujuan yang bersifat umum. Suatu 
penetapan tujuan yang masih umum sifatnya menimbulkan 
kecenderungan bagi para birokrasi untuk memberikan tafsirannya 
sendiri berdasarkan kepentingan ekonomi ataupun pengaruh latar 
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belakang pendidikan, politik, budaya, ssosial dan sebagainya. Para 
birokrat dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai pelaksana 
kebijaksanaan masih membutuhkan pembentukan kebijaksanaan lebih 
lanjut, atau dengan kata lain para birokrat akan menentukan 
kebijaksanaan sendiri untuk dapat menyesuaikan diri dengan situasi 
dimana para birokrat tersebut berada, dengan membuat berbagai 
keputusan.  
3. KEUANGAN NEGARA  
a. Pengertian keuangan negara 
Banyak pengertian keuangan negara yang diberikan. Menurut M. 
Ichwan keuangan negara adalah : 
“Rencana kegiatan secara kualitatif (dengan angka-angka di 
antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan 
dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya satu tahun 
mendatang”. 
Geodart menyatakan keuangan negara sebagai keseluruhan 
undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan 
kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai 
periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan 
untuk menutup pengeluaran tersebut.  
Unsur-unsur keuangan negara meliputi. 
1) Periodik 
2) Pemerintah sebagai pelaksana anggaran 
3) Pelaksana anggaran mencakup dua wewenang, yaitu 
wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali 
sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran yang bersangkutan 
4) Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-
undang22. 
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 Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (UU KN) adapun pengertian keuangan negara 
adalah: 
“semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan 
uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang ataupun barang 
yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. 
Pengertian keuangan negara ini dapat ditinjau dalam arti luas 
maupun dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas mencakup. 
a. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); 
b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD); 
c. Keuangan negara pada badan usaha milik negara (BUMN) 
atau badan usaha milik daerah (BUMD). 
Sementara keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup 
keuangan negara yang dikelola tiap-tiap badan hukum dan 
dipertanggungjawabkan masing-masing23. 
Berdasarkan pengertian keuangan negara di dapat ruang lingkup 
keuangan negara, yang diatur dalam Pasal 2 UU KN, yaitu. 
a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan 
mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; 
b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan 
umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak 
ketiga; 
c. Penerimaan negara; 
d. Pengeluaran negara; 
e. Penerimaan daerah; 
f. Pengeluaran daerah; 
g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau 
oleh pihak berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta 
hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 
kekayaan dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan 
daerah; 
h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam 
rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau 
kepentingan umum; 
                                                            
23 Muhammad Djafar Saidi, Hukum Keuangan Negara, ctk. Pertama, Raja Grafindo 
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i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan 
fasilitas yang diberikan pemerintah. 
b. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Negara 
Dengan berlakunya UU KN terdapat beberapa asas dalam 
pengelolaan keuangan negara, antara lain. 
1) Akuntabilitas 
Berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan 
bahwa setiap setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 
pengelolaan keuangan negara harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang 
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
2) Proporsionalitas 
Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara 
hak dan kewajiban pengelolaan keuangan negara. 
3) Profesionalitas 
Asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode 
etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
4) Keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara 
Adalah asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur dan tidak 
diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara. 
5) Pemeriksaan keuangan 
Asas pemeriksaan keuangan negara oleh badan yang 
bersifat mandiri dimaksudkan adalah asas yang memberikan 
kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan 
pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh 
dipengaruhi oleh siapapun24. 
 
c. Penatausahaan Keuangan Negara 
Anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundangan    
Undang-Undang atau Peraturan daerah merupakan pemberian otorisasi 
kepala pemerintah  untuk mengambil tindakan-tindakan dalam rangka 
                                                            
24 Ibid, hlm. 16-17. Sebelum UU KN berlaku telah terdapat beberapa asas yang digunakan 
dalam pengelolaan keuangan negara ke depan yaitu; asas kesatuan yang menghendaki agar semua 
pendapatan dan belanja disajikan dalam satu dokumen anggaran; asas universalitas yaitu 
mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran, 
asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun tertentu, asas spesialitas yaitu 
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mencapai tujuan Negara dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan 
negara, yang  menjadi acuan bahwa tindakan yang dilakukan harus 
berpedoman pada anggaran tersebut. Otorisasi mengandung pengertian 
sebagai berikut:  
“kewenangan untuk bertindak dalam arti mengurus, mengatur 
hal-hal yang berhubungan dengan pengeluaran/penerimaan dan 
yang dinyatakan dengan keputusan, penetapan, pengesahan, 
perintah dan pemberian persetujuan” 
 
    Dalam hal pengurusan anggaran keuangan negara dikenal 
pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum ini 
terdiri dari otorisator sedangkan pengurusan khusus terdiri dari 
comptabel (bendaharawan). Tindakan pengurusan ini dikuasai oleh 
Hukum Administrasi Negara khususnya undang-undang 
comptabioliteit (ICW) dan peraturan pelaksanannya (regelenvoor het 
administrative beheer/ RAB Stblt 1933 No.331) dan beberapa 
peraturan lainnya25.  
Fungsi pengurusan umum dan pengurusan khusus atau komtabel 
ini secara tegas dipisahkan seperti diatur bahwa pemegang fungsi 
otorisator dan ordonator tidak diperkenankan merangkap fungsi 
comptabiliteit. Barang siapa berhak atau dikuasakan untuk membuat 
utang-utang untuk mempertimbangkan dan untuk menyelidiki tagihan-
tagihan atas beban Negara dan juga menetapkan pembayaran maka 
tidaklah boleh merangkap menjadi bendaharawan. 
1) Pengurusan Umum 
Pengurusan umum Keuangan Negara terdiri dari dua 
fungsi yaitu fungsi  otorisasi dan ordonancering, yang pada 
dasarnya berada dalam kewenangan pemerintah/ kepala 
pemerintahan/ kepala  daerah/eksekutif. Fungsi ordonatur 
merupakan pelengkap dari fungsi otorisasi. Kewenangan 
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otorisasi yaitu kewenangan bertindak dan mengatur yang 
membawa  akibat-akibat keuangan,  sedang kekuasaan 
ordonancering yang mengandung perintah untuk membayar 
atau menerima uang dalam keuangan negara. 
Kekuasaan otorisasi yang memberikan kewenangan 
kepada Kepala Pemerintahan untuk bertindak dan mengatur 
yang membawa akibat keuangan, dengan berpedoman pada 
batas-batas anggaran, ada yang langsung bersumber pada 
Undang Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 
1945, Undang-Undang dan peraturan lainnya. Agar 
penggunaan kewenangan dalam pelaksanaannya dapat 
diketahui oleh para pihak yang berkepentingan, yang 
selanjutnya direalisir dan diawasi akibat keuangannya, 
maka perbuatan-perbuatan itu secara administratif 
dinyatakaan dalam bentuk-bentuk dokumen tertentu yang 
disebut juga dengan keputusan OTORISASI (Surat 
Keputusan Otorisasi/ SKO). 
Keputusan otorisasi ini dapat dibedakan menurut 
sifatnya antara lain. 
a) Bersifat Umum, Keputusan bersifat umum 
dibedakan menjadi. 
(1) Tidak langsung membawa akibat 
pengeluaran penerimaan 
(2) Langsung membawa akibat keuangan 
pengeluaran/ penerimaan. 
b) Bersifat Khusus 
Langsung membawa akibat keuangan 
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pengangkatan pegawai, penetapan pajak dan 
sebagainya) 
2) Kekuasaan Otorisasi 
Seperti disebutkan di atas bahwa pemegang otorisasi  
adalah kepala Pemerintahan, yang karena banyaknya tugas 
yang harus dilaksanakan oleh seorang kepala pemerintahan 
maka dalam kerangka efektifitas, maka kekuasaan ini 
didelegasikan kepada pembantunya baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Pelimpahan ini secara langsung 
diatur dalam peraturan umum dan khusus, pemerintah atau 
pemberian kuasa, di mana dinyatakan dengan jelas 
kewenangan yang dilimpahkan dengan diberikan batas-
batas sehingga penggunaannya tidak akan menimbulkan 
keraguan/kesangsian. Pelimpahan secara langsung ini 
diartikan bahwa dalam batas-batas kewenangan yang 
diberikan, penguasa yang menerima wewenang boleh 
menggunakan kekuasaan itu atas inisiatif sendiri tanpa 
mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari kepala 
Pemerintahan. 
Pelimpahan kekuasaan secara tidak langsung pada 
dasarnya secara umum tercakup dalam asas Freiss 
Ermessen di mana penguasa setempat dalam keadaan 
tertentu dengan syarat-syarat tertentu dapat menggunakan 
kekuasaan kepala pemerintahan yang perlu dimintakan 
persetujuan atau pengesahan dari Kepala Pemerintah selaku 
pemegang kekuasaan otorisasi. Mengenai tanggung jawab 
kekuasaan yang dilimpahkan secara tidak langsung tersebut 
di atas tetap berada pada penguasa yang secara formil 
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jawab materi pada pejabat yang  menggunakan kekuasaan 
itu, dalam arti apabila menyalahgunakan wewenang yang 
membawa akibat kerugian materiil bagi negara dapat 
dituntut menggantikan kerugian yang diderita itu sesuai 
dengan pasal 74 ICW yang menyebutkan bahwa semua 
pegawai negeri yang dalam jabatannya menjadi pemberi 
kuasa bayar ordonatur dan yang tidak menjadi 
bendaharawan dalam pangkatnya, dari sebab perbuatan 
melanggar hukum atau karena melalaikan kewajibannya 
secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara 
berkewajiban mengganti kerugian itu.  
3) Kekuasaan ordonancering/ ordonatur 
Kekuasaan ordonatur merupakan pelengkap dari 
kekuasaan otorisasi dalam hal pengurusan umum keuangan 
Negara. Di bidang pengeluaran uang Negara hanya dapat 
dilakukan dengan penerbitan surat perintah membayar uang 
(SPMU) dan di bidang  penerimaan dalam surat tagihan. 
Kewenangan inilah yang menjadi kekuasaan ordonancering 
dan pemegang kekuasaannya disebut sebagai ordonatur. 
a) Menguji/ memeriksa 
Dalam hal menguji, maka akan dilakukan 
penelitian apakah SKO dan surat bukti penagihan 
telah sesuai dengan prosedur pembuatan yang 
berlaku serta apakah tagihan (piutang pada 
Negara) masih dapat dibayar sehubungan dengan 
ketentuan masa daluwarsanya. 
b) Membebankan 
c) Menerbitkan surat perintah membayar tagihan 
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Tindakan terakhir dalam bidang pengeluaran yang 
merupakan tugas ordonatur adalah mengeluarkan surat 
perintah bayar uang yang nantinya sebagai dasar hukum 
bagi bendaharawan sebagai pengurus atau yang bertugas 
mengeluarkan uang dari kas. 
4) Bendaharawan 
Pengurusan keuangan  negara yang terdiri dari 
pengurusan umum dan pengurusan  khusus memiliki ruang 
lingkup sendiri yaitu subyek, obyek dan cara pengelolaan 
serta cara-cara pertanggungjawaban yang berbeda-beda. 
Pembagian tersebut nyata  menunjukkan bahwa pada 
asasnya diadakan pemisahan antara penguasa yang 
berwenang menentukan antara yang memerintahkan 
pembayaran dan pejabat yang melaksanakan perintah itu. 
Asas pemisahan ini merupakan asas umum dalam 
suatu organisasi modern yang dimaksudkan untuk 
mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya 
penyalahgunaan kewenangan dalam  penggunaan keuangan 
Negara. Pengurusan umum yang diartikan mengandung 
kekuasaan bertindak dalam arti mengurus dan mengatur hal 
yang berhubungan dengan pengeluaran dan penerimaan 
keuangan Negara dengan mendasarkan pedoman kepada 
anggaran pendapatan Negara/ daerah. Sedangkan 
pengurusan khusus mengandung kewajiban mengurus 
dalam arti menerima, memelihara dan menyerahkan barang 
yang merupakan milik atau dikuasai oleh Negara yang 
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Pengurus khusus ini lazim disebut sebagai comptabel 
yang mengandung arti penanggungjawab dan lebih dikenal 
dengan istilah bendaharawan. Bendaharawan inilah yang 
menguasasi secara fisik uang atau barang Negara dan tidak 
ada padanya hak untuk mengeluarkan atau menerima tanpa 
ada dasarnya perintah dari yang berwenang dalam hal ini 
ordonatur atau kuasa materi untuk barang), sedangkan surat 
perintah ordonatur (Surat Perintah Membayar Uang/SPMU) 
hanya boleh dengan atas dasar surat keputusan otorisasi, 
yang didasarkan atas peraturan yang mengatur mengenai 
APBN/APBD. 
Pentingnya peranan bendaharawan ini dapat 
dibayangkan dengan melihat tanggungjawab dalam hal 
mengurus  (menerima, menyimpan, mengeluarkan) secara 
fisik uang yang jumlahnya sangat banyak. Disamping itu 
dari APBN/APBD ternyata bahwa dari tahun ketahun 
barang-barang yang dimiliki/ dikuasasi Negara bertambah 
jumlahnya. Barang-barang itu baik dibeli dari APBN/APBD 
maupun yang dihasilkan oleh BUMN/BUMD, yang tidak 
dipakai habis dalam satu tahun anggaran yang 
bersangkutan, maka pengurusnya termasuk ke dalam 
wilayah kerja bendaharawan. Kesemuanya itu 
membutuhkan pengurusan khusus yang sebagian besar 
ditangani oleh bendaharawan. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa keselamatan keuangan Negara (uang dan 
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d. Keuangan Daerah 
1) Pengertian Keuangan Daerah 
Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat 
dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan 
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut26. 
Pengertian keuangan daerah ini memiliki ruang lingkup yang 
meliputi. 
a) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi 
daerah dan melakukan pinjaman; 
b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan 
pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak 
ketiga; 
c) Penerimaan daerah; 
d) Pengeluaran daerah; 
e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain 
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-
hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk 
kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; 
f)     Kekayaan lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah 
dan/untuk kepentingan umum27. 
2) Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Daerah  
Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat empat asas 
pengelolaan keuangan daerah, yaitu. 
a) Asas umum pengelolaan keuangan daerah 
Terdapat dua asas umum pengelolaan keuangan 
daerah , yaitu  
                                                            
26 Pasal 1 poin 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah. pengertian keuangan daerah dan ruang lingkup di dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2005 ini lebih luas dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu yang 
terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. 
27 Ruang lingkup keuangan daerah yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005 ini mengacu pada UU KN. Perbedaannya pada lingkup keuangan daerah tidak ada 
ruang lingkup yang menyangkut kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan 
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(1) Yang menekankan pada sifat, cara-cara dan 
tanggungjawab, dan tanggungjawab dari 
pengelolaan keuangan daerah. 
Asas ini dapat diketemukan dalam Pasal 4 
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 yang menyatakan:  
“bahwa keuangan daerah dikelola secara 
tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, transparan, 
dan bertanggungjawab dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 
dan manfaat untuk masyarakat”28. 
(2) Asas integrasi 
Pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dinyatakan : 
“bahwa pengelolaan keuangan daerah 
dilaksanakan dalam suatu sistem yang 
terintegrasi yang diwujudkan dalam 
APBD (Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah) yang setiap tahun ditetapkan 
dengan peraturan daerah”.  
Asas integrasi dapat dilihat pula dalam struktur 
APBD yakni bahwa APBD merupakan satu 
kesatuan yang terdiri dari anggaran pendapatan, 






28 Efisien berarti pencapaian atau keluaran (out put) yang maksimum dengan masukan (in 
put) tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Ekonomis 
merupakan perolehan masukan dengan kualitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Efektif  
merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara 
membandingkan keluaran dengan hasil. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang 
memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya 
tentang keuangan daerah. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan 
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b) Asas umum APBD 
(1) Penganggaran yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan pemerintahan, kemampuan 
pendapatan daerah, fungsi APBD, dan penetapannya. 
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan 
penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan 
pendapatan daerah, yang berpedoman pada Rencana 
Kerja Pembangunnan Daerah (RKPD). APBD juga 
mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, 
pengawasan, alokasi, distribusi, dan fungsi 
stabilisasi29. 
(2) Penganggaran yang bersifat bruto 
(3) Penganggaran yang didasarkan pada kepastian, 
kecukupan tersedianya penerimaan 
(4) Penganggaran pendapatan dan belanja daerah harus 
didukung dengan landasan hukumnya. 
c) Asas umum pelaksanaan APBD 
Asas ini mengacu pada asas umum pengelolaan 
keuangan daerah. 
d) Asas umum penatausahaan keuangan daerah 
Asas umum penatausahaan keuangan daerah 
berhubungan dengan ketertiban pencatatan, penyimpanan 
dan kelengkapan dokumen-dokumen pengelolaan 
keuangan daerah serta tanggungjawab yang 
menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang 
                                                            
29 Basuki, Pengelolaan Keuangan Daerah, ctk. Kedua, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2008, 
hlm 19-20.fungsi Otorisasi karena APBD menjadi dasar pelaksanaannya dalam tahun anggaran 
yang bersangkutan. Fungsi perencanaan menunjukkan bahwa APBD menjadi pedoman untuk 
menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan. Fungsi alokasi bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan 
kerja/mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi bahwa kebijakan anggaran daerah harus 
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi bahwa anggaran pemerintah daerah 













































commit to user   34 
 
berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar 
pengeluaran atas beban APBD. 
3) Pengelolaan Keuangan Daerah 
 Dalam pengelolaan keuangan daerah beberapa yang akan 
menjadi pedoman adalah tercantum sebagaimana  dalam Peraturan  
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah, di 
mana dijelaskan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
daerah30. 
a) Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah 
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan 
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan 
kekayaan daerah yang dipisahkan. 
b) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
kewenangan. 
(1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; 
(2) Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang 
daerah; 
(3) Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; 
(4) Menetapkan bendahara penerimaan dan / atau 
bendahara pengeluaran 
(5) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan 
pemungutan penerimaan daerah; 
(6) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan 
pengelolaan utang dan piutang daerah; 
(7) Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan 
pengelolaan barang milik daerah; dan menetapkan 
pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 
tagihan dan memerintahkan pembayaran. 
c) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh. 
(1) kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah 
selaku PPKD; 
                                                            













































commit to user   35 
 
(2)  kepala SKPD selaku pejabat pengguna 
anggaran/barang daerah. 
d) Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku 
koordinator pengelolaan keuangan daerah. 
 
4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD 
GOVERNANCE) 
a. Pengertian tentang tata kelola Pemerintahan yang Baik ( Good 
Governance) 
Pengertian governance dapat diuraikan sebagai cara mengelola 
urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi governance 
sebagai ” the way state power is used in managing economic and social 
resources for development of society”.  Sedangkan United Nations 
Development Program (UNDP) memberikan definisi governance 
sebagai  
“the exercise of political, economic and administrative authorithy 
to manage a nation’s affair at all level. It’s the complex 
mechanism, process, relationship and institution throught which 
citizen and groups articulate their interests, execise their rights 
and obligations and mediate their difference”  
World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola 
sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan 
masyarakat, sedangkan UNDP mengartikan kepemerintahan sebagai 
pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk 
mengatur urusan Negara dalam setiap tingkatan. Kepemerintahan 
adalah suatu institusi, mekanisme, proses dan hubungan yang kompleks 
melalui warga Negara dan kelompok yang mengartikulasikan 
kepentingannya, melaksanakan hak dan kewajibannya dan menengahi 
atau memfasilitasi perbedaan di antara  pelaksanan pemerintahan 
UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan 
administrative dalam pengelolaan Negara. Politcal governance 
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formulation). Economic governance mengacu pada proses pembuatan 
keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah 
pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. 
Administrative governance mengacu pada system implementasi 
kebijakan31.  
Mengacu pada World bank dan UNDP, orientasi pembangunan 
sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian 
good governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. 
World Bank mendifinisikan good governance sebagai suatu 
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung 
jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. 
Penghindaran  salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik 
secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran 
serta menentukan legal and political frame work bagi tumbuhnya 
aktivitas usaha juga termasuk di dalamnya. 
b. Karakteristik Good Governance  
 
United Nations Development Program (UNDP) memberikan 
beberapa karakteristik pelaksanaan  meliputi. 
a. Participation 
Yaitu  keterlibatan masyarakat dalam pembuatan 
keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung 
melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan 
aspirasinya. Aspirasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan 
berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara 
konstruktif. 
b. Rule of law 
Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa 
pandang bulu. 
c. Transparancy 
Transparasi dibangun atas dasar kebebasan 
memberikan informasi. Informasi yang berkaitan dengan 
                                                            
31 Mardiasmo, Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta, 
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kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi 
mereka yang membutuhkan. 
d. Responsiveness 
Lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam 
melayani stakeholder. 
e. Concencus orientation 
Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih 
luas. 
f. Equity 
Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama 
untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. 
g. Effisiency and effectiveness 
Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara 
berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). 
h. Accountability 
Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktifitas 
yang dilakukan. 
i. Strategy vision 
Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus 
memiliki visi jauh ke depan32. 
c.  Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ( algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur/ abbb) 
Di dalam penyelenggaraan pemerintaahan dikenal beberapa asas 
yang  kerap kali dijadikan salah satu batu uji (tolok ukur) terhadap baik 
atau tidak baiknya pemerintahan suatu negara. Agar suatu pemerintahan 
dapat diklasifikasikan sebagai pemerintahan yang baik, oleh Crince le 
Roy dikemukakan sebelas asas (prinsip) yang harus dipenuhi yaitu. 
1) Asas Kepastian hukum 
Asas ini menghendaki dihormatinya hal yang telah 
diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pejabat 
administrasi  negara (aparatur Negara). 
2) Asas Keseimbangan 
Asas keseimbangan menghendaki proporsi yang wajar 
dalam penjatuhan hukuman terhadap pegawai yang 
                                                            
32 Sudarmayanti dalam Dyah Retno Yuliarti “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan 
Yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tantang Peradilan Tata 
Usaha Negara dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang”. Dalam Jurnal 
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melakukan kesalahan. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh 
berlebihan sehingga tidak seimbang dengan kesalahan yang 
dilakukan33.  
3) Asas Kesamaan dalam pengambilan keputusan 
 Dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama alat 
administrasi negara dapat mengambil tindakan yang sama. 
Asas ini memungkinkan timbulnya kekaburan pengertian 
dengan asas kasuistis dalam melaksanakan tindakan 
administrasi negara. Prinsip kasuistis menghendaki 
perbedaan tindakan atau keputusan tersendiri atas peristiwa 
tertentu sehingga keputusan itu tidak berlaku umum. 
Kekaburan pengertian ini diatasi dengan berpegang pada 
sikap bahwa badan-badan pemerintahan tetap bertindak 
secara kasuistik (terhadap berbagai fakta) dalam 
menghadapi masalah pada bidangnya masing-masing, tetapi 
bersamaan dengan itu harus dijaga pula dalam menghadapi 
peristiwa dan fakta yang sama jangan sampai mengambil 
keputusan yang sifatnya bertentangan. 
4) Asas bertindak cermat atau seksama 
Asas ini menghendaki agar administrasi negara 
senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak 
menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, hal ini ada 
yurisprudensi Hooge Raad tanggal 9 Januari 1942 yang bisa 
dijadikan contoh. Ditegaskan apabila ada bagian jalan yang 
keadaannya tidak baik dan membahayakan, maka 
pemerintah harus memberi tanda atau peringatan yang dapat 
diketahui oleh para pemakai  jalan. Jika pemerintah lalai 
                                                            
33 Pada saat ini di Indonesia sudah ada Peradilan tata Usaha Negara yang diharapkan lebih 
bisa menjamin pelaksanaan asas keseimbangan ini sehingga perlindungan hukum bagi Aparatur 
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melakukan ini dan menimbulkan kerugian masyarakat, 
maka pemerintah dapat digugat agar mengganti kerugian. 
5) Asas motivasi 
Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan 
aparatur pemerintah dapat bersandar pada alasan atau 
motivasi yang sifatnya benar, adil dan jelas. Dengan 
motivasi ini orang yang terkena keputusan itu tahu  tentang 
alasan-alasannya sehingga apabila tidak menerima 
keputusan tersebut dapat memilih kontra argumen yang 
tepat untuk naik banding guna memperoleh keadilan. 
6) Asas tidak menyalahgunakan wewenang 
Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan 
aparatur negara tidak menggunakan kewenangan di luar 
kewenangan yang dimilikinya (penyalahgunaan 
kewenangan). Apabila pemerintah menggunakan uang untuk 
pembinaan kerohanian diambil dari anggaran yang 
sebenarnya diberikan untuk pembinaan koperasi maka 
tindakan pemerintah itu termasuk penyalahgunaan 
kewenangan. 
7) Asas permainan yang layak 
Asas ini menghendaki agar aparatur dapat memberikan 
kesempatan seluas-luasnya kepada warga negara untuk 
mendapatkan informasi yang benar dan adil, sehingga warga 
negara diberi kesempatan  yang luas untuk menuntut 
keadilan dan kebenaran. Dengan kata lain asas ini sangat 
menghargai eksisitensi badan peradilan yang dapat memberi 
keputusan yang adil kepada warga negara. Pentingnya asas 
ini agar dapat dilakukan antisipasi jika aparatur pemerintah 
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8) Asas pemenuhan harapan 
Asas ini menghendaki agar tindakan aparatur pemerintah 
menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang 
berkepentingan. Seorang pegawai yang memakai mobil 
pribadinya  untuk keperluan dinas, wajar apabila mendapat 
biaya pembelian bahan bakar dan lain-lain.   
9) Asas keadilan 
Pemerintah dalam membuat kebijaksanaan harus 
berdasarkan rasa keadilan yang dapat diterima berdasarkan 
peraturan perundangan yang berlaku. 
10) Asas meniadakan akibat dari keputusan yang dibatalkan 
Asas ini menghendaki agar jika terjadi pembatalan atas 
suatu keputusan, maka akibatnya keputusan tersebut harus 
dihilangkan sehingga yang terkena putusan diberikan ganti 
rugi rehabilitasi. Misalnya suatu instansi memberhentikan 
seorang pegawai, ternyata keputusan pemberhentian tersebut 
dibatalkan oleh Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, 
maka semua akibat dari keputusan itu harus menerima 
pegawai itu untuk bekerja kembali tetapi juga mengganti 
kerugian akibat keputusan yang pernah dibuatnya. 
11) Asas perlindungan cara hidup pribadi 
Asas ini menghendaki agar setiap aparatur pemerintah 
diberi kebebasan atau hak untuk mengatur kehidupan 
pribadinya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya. 
Penerapan asas di Indonesia harus ditekankan pada 
pembatasan dari garis-garis moral pancasila yang 
merupakan falsafah hidup bangsa. Dengan demikian 
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batasan moral sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia 
yang religius34. 
Oleh Kuntjoro Purbopranoto, kesebelas asas tersebut dimodifikasi 
sesuai dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat UUD RI 
1945, dengan menambah beberapa asas adalah. 
1) Asas kebijaksanaan 
Asas ini menghendaki agar dalam melaksanakan 
tugasnya aparatur pemerintah diberi kebebasan untuk 
melakukan kebijaksanaan tanpa harus selalu menunggu 
instruksi pimpinan.  Hal ini berkaitan dengan tindakan positif 
dari pemerintah yaitu menyelenggarakan kepentingan umum.  
Menurut O. Notohamidjo pengertian hikmah kebijaksanaan 
itu berimplikasi pada tiga unsur yaitu.  
(1) Pengetahuan yang tandas dan analisis situasi yang 
dihadapi; 
(2) Rancangan penyelesaian atas dasar staats idee atau 
rechts idee yang disetujui bersama yaitu Pancasila 
bagi pemerintah Indonesia; 
(3) Mewujudkan rancangan penyelesaian untuk 
mengatasi situasi dengan tindakan, perbuatan, dan 
penjelasan yang tepat, yang dituntut oleh situasi 
yang dihadapi. 
Menurut Kuntjoro Purbopranoto mengemukakan 
bahwa asas dan kebijaksanaan ini jangan dikaburkan 
pengertiannya dengan  Freies Ermessen, sebab Freies 
Ermessen pada hakekatnya memberikan kebebasan bertindak 
pada pemerintah dalam menghadapi situasi yang konkrit, 
sedangkan kebijaksanaan merupakan satu pandangan jauh ke 
depan dari pemerintah. Oleh karena itu Freies Ermessen 
justru harus didasarkan pada asas kebijaksanaan yang 
                                                            
34 Crince le Roy dalam Djenal Hoesen Koesoemahatmaka, Pokok-pokok hukum Tata 
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menghendaki bahwa pemerintah dalam segala tindakannya 
harus berpandangan luas dan selalu dapat menghubungkan 
dalam menghadapi tugasnya. 
2) Asas penyelenggaraan kepentingan umum 
Asas ini menghendaki agar dalam menyelenggarakan 
tugasnya aparatur pemerintah selalu mengutamakan 
kepentingan umum. Negara  Indonesia adalah Negara Hukum 
yang dinamis (Welfare State) yang menuntut segenap 
aparatur pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan yang 
menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum 
sebagaimana diatur dalam alinea ke empat pembukaan UUD 
1945. Oleh sebab itu asas ini dengan sendirinya menjadi asas 
pemerintahan yang baik di Negara Republik Indonesia. 
3) Asas Diskresi35 
Istilah  Freies Ermessen sepadan dengan kata diskresi 
(discretionaire) yang artinya menurut kebijaksanaan dan 
sebagai kata sifat yang berarti menurut  wewenang atau 
kekuasaan yang tidak atau tidak seluruhnya terikat pada 
undang-undang. Prajudi Atmosudirdjo  mengatakan. 
”...Asas diskresi (discretie; freies Ermessen) artinya 
pejabat penguasa tidak boleh menolak mengambil 
keputusan dengan alasan ”tidak ada Peraturannya”, 
dan oleh karena itu diberi kebebasan untuk 
mengambil keputusan menurut pendapat sendiri 
asalkan tidak melanggar asas yurikdiktas dan asas 
legalitas...”.  
Menurut Andrea, puvoir discretionaire atau yang 
disebut dengan discretionaire adalah kebijaksanaan, menurut 
                                                            
35 Penambahan asas umum pemerintahan yang baik oleh Koentjoro Purbopranoto yaitu asas 
kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Asas diskresi di tambahakan pula , 
karena asas ini penting kaitannya dengan peran tugas dari pejabat administrasi publik dalam 
menjalankan tugas dan kewenangannya. Lihat pula dalam Safri Nugraha, op.cit, hlm. 184. 
Diskresi juga bisa diartikan bahwa pejabat atau para birokrat tidak boleh menolak mengambil 
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wewenang atau kekuasaan yang tidak seluruhnya terikat pada 
ketentuan undang-undang. Menurut Koentjoro Purbopranoto  
asas diskresi berbeda dengan asas kebijaksanaan yang 
terdapat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik 36. 
Diskresio merupakan kebebasan pemerintah untuk bertindak 
dalam suatu situasi yang konkrit (kasuistis). Sedangkan asas 
kebijaksanaan pemerintah dalam segala sikap tindak harus 
selalu berpandangan luas, serta selalu dapat  menghubungkan 
berbagai gejala yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. 
Selain itu pemerintah juga harus pandai memperhitungkan 
lingkup akibat-akibat sikap tindak pemerintahannya dengan 
penglihatan jauh ke depan. Dengan kata lain asas 
kebijaksanaan adalah suatu pandangan jauh ke depan dari 
pihak pemerintah. Dengan demikian maka diskresi harus 
didasarkan kepada asas kebijaksanaan.  
Dari berbagai pengertian yang telah di sampaikan dapat 
diambil beberapa kesimpulan mengenai asas diskresi yaitu. 
a) Merupakan salah satu bentuk kekuasaan; 
b) Bersumber pada ketentuan perundang-undangan 
atau peraturan yang sah; 
c) Diterapkan dalam dan untuk mencapai tujuan 
tertentu pada penyelenggaraan fungsi-fungsi 
keadministrasian negara; 
d) Tunduk pelaksanaannya lebih dilandasi oleh 
pertimbangan moral daripada hukum, serta 
e) Tindakan dan akibatnya harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. 
                                                            
36 Koentjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan 
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Asas diskresi diberikan kepada administrasi negara 
dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan kebijaksanaan 
yang telah ada tanpa berlandaskan peraturan perundangan 
yang berlaku. Hal ini mungkin terjadi dimana peraturan 
perundangan yang telah ada sebagai peraturan dasar yang 
abstrak, akan tetapi peraturan perundangan ini sudah tidak 
cocok lagi dengan keadaan dan kondisi saat tersebut, 
sehingga langkah yang diambil oleh aparat administrasi 
negara yang terdahulu dijadikan sumber hukum bagi alat 
administrasi negara yang lain dalam perbuatan yang sejenis 
dan fungsinya sama.  
Freies Ermessen/ asas diskresi merupakan pengecualian 
terhadap asas legalitas dalam arti yang sempit. Hal ini bukan 
berarti  dikesampingkannya sama sekali asas legalitas, karena 
sikap tindak administrasi negara harus dapat diuji 
berdasarkan peraturan perundangan yang lainnya yang lebih 
tinggi  maupun berdasarkan asas legalitas, hanya saja dalam 
pengertian yang lebih luas dan fleksibel yang tidak saja 
berdasarkan pada peraturan perundangan yang tertulis 
maupun pada ketentuan hukum yang tidak tertulis. 
Terdapat unsur pokok yang merupakan batas toleransi 
sebagai kunci tolok ukur dari Freies Ermessen. 
a) Adanya kebebasan atau keleluasaan administrasi 
negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri37. 
b) Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang 
mendesak yang belum ada aturannya38. 
                                                            
37 Kebebasan atau keleluasan administrasi negara untuk bertindak atas inisiatf sendiri itu 
dapat berupa. 1) Dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (diskresi 
bebas); 2) Memilih salah satu alternatif yang paling mungkin sebagaimana ditentukan dalam 
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Kebebasan atau keleluasaan administrasi negara  dalam 
dalam menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan haruslah 
dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun 
secara hukum. Tanggung  jawab secara moral adalah 
tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung 
tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran 
dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi 
kepentingan umum. Mengenai tanggung jawab secara hukum 
dapat dikemukakan dua batas. 
a) Batas atas, ialah ketaatan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan asas taat asas, 
yaitu peraturan yang tingkat derajatnya rendah 
tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang 
tingkat derajatnya lebih tinggi. 
b) Batas bawah, ialah  peraturan atau sikap tindak 
administrasi  negara (baik aktif maupun pasif) 
tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi 
warga. 
Badan administrasi negara yang memiliki diskresi 
adalah alat perlengkapan negara (Pusat dan daerah), yang 
menyelenggarakan seluruh kegiatan bernegara dalam 
menyelenggarakan pemerintahan. Dengan menggunakan 
teori residu (teori sisa), pengertian administrasi negara dapat 
dipertegas sebagai gabungan jabatan aparat administrasi yang  
di bawah pimpinan pemerintah melakukan sebagian dari 
tugas pemerintah yang tidak dilakukan oleh badan pengadilan 
                                                                                                                                                                  
38 Persoalan yang muncul harus menyangkut kepentingan umum. 1) Munculnya persoalan 
tersebut secara tiba-tiba, berada di luar rencana yang ditentukan; 2) Untuk menyelesaikan 
persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur 
secara umum, sehingga  administrasi  negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan  atas 
inisiatif sendiri; 3) Prosedurnya tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal, atau 
jika diselesaikan prosedur administrasi yang normal justru kurang berdaya guna dan berhasil guna; 
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maupun legislatif. Freies Ermessen yang dijalankan oleh alat  
pemerintahan dapat berujud 
a) Seseorang petugas (fungsionaris) atau badan 
pemerintahan yang berdasarkan peraturan undang-
undang diberi kewenangan untuk menyatakan 
kehendak pemerintah. Jadi yang dilengkapi dengan 
kewenangan melakukan tindakan-tindakan yang 
mengikat.  
b) Badan pemerintahan, yaitu kesatuan hukum yang 
dilengkapi dengan alat-alat (kewenangan) yang 
memaksa. 
Selain itu asas pemerintahan yang baik terdapat pula di dalam 
suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme, asas-asas tersebut yaitu. 
1) Asas kepastian hukum 
2) Asas tertib penyelenggaraan negara 
3) Asas kepentingan umum 
4) Asas keterbukaan 
5) Asaas proporsionalitas 
6) Asas profesionalitas 
7) Asas akuntabilitas39 
 
Hubungannya dengan pelaksanaan pemerintahan daerah dan juga 
pengelolaan keuangan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 32 
tahun 2004 juga menyebutkan mengenai asas-asas umum pemerintahan 
yang baik yang terdapat dalam Pasal 20, yaitu. 
1) Asas kepastian hukum; 
2) Asas tertib penyelenggaraan negara; 
3) Asas kepentingan umum; 
4) Asas keterbukaan; 
                                                            
39 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
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5) Asas proporsionaitas;       
6) Asas akuntabilitas;  
7) Asas efisiensi;     
8) Asas efektivitas. 
 
d. Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik ( Good Local 
Governance) 
Prinsip yang dikemukakan oleh UNDP tersebut telah diadopsi 
dan dijadikan patokan ataupun pedoman pemerintahan daerah di 
Indonesia. Dalam salah satu butir  kesepakatan local Governance 
Forum (LGF)40 yang menghasilkan The 10 principles of Good 
Governance yang diadopsi assosiasi pemerintahan daerah dan DPRD di 
Indonesia relatif sama dengan karakteristik good governance yang 
dikemukakan oleh UNDP, perbedaannya dalam The 10 Principles of 
Good Governance yang dikemukakan oleh LGF menyertakan prinsip 
profesionalisme dalam pewujudan good local governance.prinsip 
tersebut. 
a. Principle 1 Participation 
To encourage all citizen to execise their right to 
express their opinion in the process of making decision 
concerring the public interest, both directhly and inderecthly 
b. Principle 2 Rule of Law 
To realize law enforcement which is fair anf impartial 
for all,   without exception, while honoring basic human right 
and observing the values prevalent in the society 
c. The principle 3 Transparancy 
                                                            
40 LGD yang diselenggarakan di bali pada 3-4 Juni 2002  dan dihadiri oleh  asosiasi-
asosiasi pemerintahan daerah dan DPRD di Indonesia  yang tergabung melalui APKASI, ADEKSI 
dan ADKASI menyatukan bahwa pemerintah daerah dan DPRD sejak 21 Oktober 2001  melalui 
konferensi nasional tentang otonomi daerah dan pemerintahan daerah yang baik (regional 
aouthonomy and good local governance) telah  mengesahkan  secara bersama the 10 Principle of 
Good governance untuk diimplementasikan oleh anggota-anggotanya dan disetujui  untuk 
menyediakan  bantuan kepada anggota-anggotanya dalam membangun perangkat-perangkat guna 
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To built mutual trust between the governance and the 
public through the provision of information with guaranted 
easy to accurate and adequate information. 
d. Principle 4 Equality 
To provide equal opportunities for all members of the 
society to improve their welfare 
e. Principle 5 Responsveness 
To increase the sencitivity of government administrator 
to the aspirations of the public. 
f. Principle 6 Vision 
To develop the region based on a clear vision and 
strategy, with participation of the citizenry in all the 
processes of development so that they acguire a sense of 
ownership and responsibility for the progress of their refion. 
g. Principle 7 Accountability 
To increase the accountability of decision makers with 
regard to decisions in all matters involving the public 
interest. 
h. Principle 8 supervision 
To increase the efforts supervision in the operation of 
government and the implementation of development by 
involving the private sector and the general public. 
i. Principle 9 Efficiency and effectiveness 
The guarantee public service delivery by utilizing all 
available resources optimally and responsibility 
j. Principle 10 Profesionalism 
To enchance and moral disposition of government 
administrators so that they are capable of providing easy 
fast, accurate and affordable services. 
e. Indikator  Pemerintahan  Daerah  Yang Baik ( Good Local 
Governance) 
Indikator merupakan sesuatu yang dapat menjadikan petunjuk 
atau keterangan. Indikator pemerintahan daerah yang baik dapat 
diartikan sebagai suatu keadaan, sistem dan hal lain yang dapat 
dijadikan ukuran bagi terwujudnya atau belum kepemerintahan daerah 
yang baik. Secara umum indikator pemerintahan daerah yang baik 
adalah ditunjukkan oleh prinsip/ karakteristik kepemerintahan yang 
baik itu sendiri. Sebagaimana dalam10 prinsip dari pemerintahan yang 
baik menurut LGF bahwa prinsip atau karakteristik pemerintahan yang 
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concencus orietation, equity, effectiveness and efficiency, accoutability, 
strategic vision and professionalism.   
Pemerintahan daerah yang baik telah menerapkan prinsip atau 
karakteristik tersebut dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara di 
tingkat  lokal dalam segala aspek kehidupan. Hal ini dapat mencakup 
aspek hukum, politik, ekonomi dan sosial yang terkait erat dengan tugas 
dan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Keterlibatan semua pihak 
termasuk pula pejabat penyelenggara kekuasaan Negara di daerah 
(kepala daerah, perangkat daerah, DPRD dan instansi vertikal di 
daerah), sektor swasta di daerah dan masyarakat / organisasi 
masyarakat sipil di daerah. Apabila prinsip/karakteristik tersebut belum 
diterapkan, pemerintahan daerah relatif belum terwujud dengan baik 
sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Local 
Governance). 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan 
daerah, secara spesifik dapat dijadikan sebagai indikator dari 
berjalannya pemerintahan daerah yang baik antara lain meliputi (1) 
terciptanya kebutuhan dan pelayanan publik yang baik, (2) terciptanya 
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat lokal, (3) pemerintahan 
daerah yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)41 
dan (4) hubungan yang sinergis diantara para pihak (stakeholders) yang 
terdapat dalam lokal governance. 
f.   Hubungan Antara Anggaran dan Tata Kelola Pemerintah Yang 
Baik   ( Good  Governance). 
Konsep dasar dari sistem anggaran adalah bagaimana mengelola 
anggaran yang digunakan untuk suatu kegiatan dengan indikator kinerja 
yang terukur didasari pada prinsip value for money atau sering disebut 
dengan 3 E (ekonomis, efisien dan efektif) Ekonomi  berkaitan dengan 
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nilai input yang dibutuhkan, efisien berhubungan erat dengan  konsep 
produktivitas dan efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan atau 
target dari program. Dalam hal ini efisiensi berusaha meminimalisasi 
input dan memaksimal output, mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
atau apakah tujuan tersebut telah sampai pada target group yang ingin 
dicapai. Dengan  principe value for money anggaran harus disusun 
berdasarkan identifikasi kegiatan dengan menyertakan indikator yang 
jelas dan terukur agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang 
ditetapkan. 
Dalam merumuskan program atau kegiatan sesuai dengan prinsip 
value for money diperlukan adanya partisipasi, transparansi, dan 
akuntabilitas dari seluruh pihak-pihak terkait (stakeholder) baik  
pemerintahan, masyarakat dan lembaga profesi dan dunia usaha. Hal ini 
sama artinya bahwa penerapan anggaran sangat ditentukan 
keberhasilannya oleh kadar partisipasi, transparasi, dan akuntabilitas 
dalam praktik kepemerintahan yang baik (Good  Governance) 
hubungan antara tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dalam 
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Gambar 1 
Skema Hubungan Good Governance dengan anggaran 
 
 
















5. TEORI BEKERJANYA HUKUM 
Perlu dipahami bahwa hukum memang tidak dapat dipisahkan 
dengan norma-norma sosial sebagai “hukum yang hidup”42.  Dan 
hukum yang hidup menurut Eugen Ehlrich, dimaknakan sebagai hukum 
yang menguasai hidup itu sendiri, sekalipun ia tidak dicantumkan 
dalam peraturan-peraturan hukum43. Dengan diterimanya pengetahuan 
tentang hasil karya ilmu sosial, hukum akan lebih mudah dan mampu 
menghayati fenomena sosial. Hal ini berarti bahwa sekalipun hukum itu 
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nampak sebagai seperangkat norma-norma hukum, tetapi ia selalu 
merupakan hasil dari pada proses sosial. Terdapat pengaruh kekuatan-
kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum ini, secara jelas Robert B 
Siedman menggambarkannya sebagai berikut : 
Gambar 2 
Teori bekerjanya hukum menurut Robert B Siedman 
 
Bekerjasama kekuatan- 














 Bekerjanya kekuatan- Bekerjanya kekuatan- 
Kekuatan personal & sosial  kekuatan pesonal & sosial  
 
Keterangan : UB = umpan balik, Nrm = 
Norma, dan Pd = peran yang dimainkan  
 
Dengan model ini, akan coba dijelaskan pengaruh faktor-faktor 
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undang, penerapannya, dan sampai kepada peran yang diharapkan. 
Bahwa hukum merupakan suatu proses sosial  yang dengan sendirinya 
merupakan variabel yang mandiri (otonom) maupun tak mandiri (tidak 
otonom) sekaligus44. 
Hukum sebagai bagian dari lingkungan sosialnya, maka dapat 
dipahami bahwa hukum merupakan bagian dari subsistem diantara 
subsistem-subsistem sosial lainnya. Sehingga hukum tidak dapat 
dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya. Berbicara 
hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan 
adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu. 
a. Komponen struktur 
Yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu 
dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung 
bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini memungkinkan 
untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan 
pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan  hukum secara 
teratur. 
b. Komponen substansi 
Yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan-
peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh 
pihak yang mengatur maupun diatur. 
c. Komponen kultur  
Terdori darui nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi 
bekerjanya hukum  dan ini disebut sebagai kultur hukum. 
Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang 
menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku 
hukum seluruh warga45. 
                                                            
44 Ibid, hlm. 12-13 
45 Ibid, hlm. 30. Baca pula dalam Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, ctk. 
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6. PENELITIAN YANG RELEVAN 
Sampai saat penelitian ini dibuat, belum pernah penulis temui 
penelitian yang sama yang membahas hal yang sama dengan penelitian 
ini. 
B. KERANGKA PEMIKIRAN 
 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan  Daerah 
merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di 
Indonesia. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan 
otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, 
pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman 
daerah. Otonomi yang diberikan  kepada daerah kabupaten dan Kota 
dilaksanakan dengan memberikan wewenang yang luas, nyata dan 
bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya 
pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan 
pemanfaatan dari sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah. Di sini difokuskan pada lokasi penelitian yaitu 
Kabupaten Klaten. 
Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan 
keuangan daerah atau kekuasaan otorisasi (otorisatur) telah dilengkapi 
dengan peringkat hukum dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah. 
Fungsi-fungsi yang terkait dengan otorisasi dalam hal pengelolaan keuangan 
daerah adalah sangat besar tanggungjawabnya sehingga dalam kerangka 
efektifitas seharusnya terdapat pendelegasian sebagaian atau seluruh 
kewenangannya. Hal ini dikarenakan banyaknya tugas umum yang diemban 
oleh Kepala daerah dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari. Semangat untuk 
                                                                                                                                                                  
pembangunan  ; 2) substansi yang merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan 
meliputi kaidah-kaidah hukum yang tertulis; 3) kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem 
hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya 
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mewujdkan suatu tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local 
governance) harus lah tetap dijaga agar jalannya pemerintahan tetap baik. 
Salah satu cara untuk mengawal dan menjaga sistem tata kelola 
pemerintahan. 
Pemerintahan daerah yang baik adalah dengan menerapkan prinsip-
prinsip good governance/ good local governance dan prinsip-prinsip umum 
pemerintahan dalam wadah Negara hukum (rechtstaat). Dengan 
diterapkannya prinsip-prinsip di atas secara bertanggungjawab dan 
berkesinambungan diharapkan cita-cita tata kelola pemerintahan daerah yang 
baik untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu  
masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spirituil 
berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, terutama di 
kabupaten Klaten. Dan untuk dapat melihat seberapa efektif pengelolaan 
keuangan daerah yang dipegang oleh kepala daerah dalam rangka perwujudan 
Good Local Governance dianalisis dengan teori hukum sebagai suatu sistem 
menurut Lawrence M. Friedman yaitu dilihat dari komponen struktur, 
komponen substansi dan komponen kultur. Sehingga dapat diketahui 
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Klaten dengan ketiga komponen 
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KEUANGAN DAERAH  
UU No. 32 Th. 2004 
UU No.33 Th. 2004 
PP No. 58  Th. 2005 
Peraturan Bupati Klaten No. 35 Th.2006 
Peraturan Bupati Klaten No. 21 Th. 2008 
Peraturan Bupati Klaten No. 36 Th. 2009 
Peraturan Daerah Kab. Klaten No. 10 Th. 
2009. 
Hambatan-hambatan: 
Sisi SUBTANSI HUKUM 
Sisi STRUKTUR HUKUM 





























































Metode adalah alat untuk mencari jawab. Jadi menggunakan suatu metode 
(alat) harus mengetahui dulu apa yang akan dicari.  Dalam hal ini diartikan 
sebagai suatu cara atau jalan  untuk memecahkan masalah yang ada dengan 
menggunakan, menyusun, mengklarifikasi dan menginterpretasikan data. 
Penelitian merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau 
menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan secara metodologi, 
yang berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah dan sistematis 
sesuai yang berarti  sesuai dengan pedoman atau yang berlaku untuk karya 
ilmiah1.  
Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau jalan 
untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, 
mengembangkan atau menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Metode 
penelitian sangat menentukan dalam suatu penelitian karena  mutu, nilai dan 
validitas suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh pemilihan metode penelitian 
secara tepat.  
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian empiris atau non 
doktrinal. Abdul Kadir Muhammad menyebut bahwa penelitian empiris 
adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) 
anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat2. Menurut Soetandyo 
Wignyosoebroto bahwa penelitian non doktrinal memposisikan hukum tidak 
                                                            
1 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsito,  Bandung, 1990, hlm. 139 
2 Abdulkadir Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, ctk. Pertama, PT.Citra Aditya 
Bakti, Bandung , 2004, hlm.155. Ia mnyebutkan bahwa penelitian empiris mengungkapkan hukum 
yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dimana 
perbuatan tersebut berpola ganda, disatu sisi sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk 
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lagi sebagai dikonsepkan sebagai norma ius constitutuendum atau law as 
what ought to be, dan tidak pula secara positivisistis sebagai norma ius 
constitutum  atau law as what it is in the book, melainkan secara empirik yang 
diamati di alam pengalaman. Dari segi substansinya hukum dilihat sebagai 
suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya3.  
Dengan mengikuti pendapat Sutandyo Wignyosoebroto pula, terdapat 
lima konsep tentang hukum, yaitu. 
1. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati 
dan berlaku universal; 
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-
undangan hukum nasional; 
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto, dan 
tersistematisasi sebagai judge made law; 
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis 
sebagai variable sosial yang empirik; 
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku 
sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka4. 
 
Maka penelitian ini berdasarkan konsep hukum yang kelima yaitu hukum 
sebagai manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial yang tampak 
dalam interaksi antar mereka. 
Apabila dilihat dari sifatnya maka merupakan penelitian yang bersifat 
deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang 
seteliti mungkin tentang manusia, kesalahan atau gejala-gejala lain5. Dilihat 
dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah penelitian 
dengan pendekatan kualitatif. Dilihat dari sudut pandang bentuk penelitian, 
                                                            
3 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah, ctk. 
Pertama, ELSAM, Jakarta, 2002, hlm.161. 
4Ibid, hlm. 147-177. 
5 J . Meleong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991, 
hlm. 196. Baca pula dalam Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 
2006, hlm. 10. Penelitian deskriptif dimaksudkan terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa 
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penelitian ini termasuk penelitian evaluatif yaitu penelitian yang dilakukan 
apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan6. Dalam 
hal ini yang diteliti adalah Kebijakan Bupati Kepala Daerah Kabupaten 
Klaten selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah 
dalam Rangka Menciptakan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah. 
1. Kantor Kepala Daerah Kabupaten Klaten 
2. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten 
3. Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Klaten  
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Data yang dikumpulkan terutama merupakan data pokok yaitu data 
yang paling relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Namun 
untuk kelengkapan dan keutuhan dari masalah yang diteliti, maka akan 
disempurnakan dengan penggunaan data pelengkap yang berguna untuk 
melengkapi data pokok dan data pelengkap tersebut adalah sebagai 
berikut. 
a. Data  primer, adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  
sumber pertama.  Adapun yang termasuk dalam data primer 
dalam penelitian ini  adalah pihak-pihak yang terkait dalam 
pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten. Antara lain 
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klaten atau Pejabat yang 
ditunjuk oleh Bupati Kepala daerah Kabupaten Klaten. 
b. Data sekunder, adalah data yang berasal dari data-data yang 
sudah tersedia misalnya, dokumen resmi, surat perjanjian atau 
buku-buku. Adapun yang termasuk data sekunder dalam 
                                                            
6 Setiono, “Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum”,  Program Pascasarjana FH 
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penelitian ini adalah meliputi buku-buku kepustakaan,  
laporan,  buku harian,  arsip-arsip, dan lainnya. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi. 
a. Sumber Data Primer 
Sumber Data Primer adalah sumber  data yang diperoleh 
secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau 
data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam 
Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Klaten, antara 
lain. 
1) Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten 
2) Kepala Dinas Pendapatan Pengeloalaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Klaten. 
3) Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah 
Kabupaten Klaten 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang 
didapatkan  secara langsung berupa keterangan yang 
mendukung data primer. Sumber data sekunder merupakan 
pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam 
buku ilmiah, dan literatur-literatur yang mendukung data. Data 
sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut pandang 
pengikutnya) dibedakan menjadi. 
1) Bahan-bahan hukum Primer, yaitu Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, 
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Tahun 2009 dan Peraturan Bupati yang terkait 
dengan pengelolaan keuangan daerah. 
2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat 
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat 
membantu menganalisa dan memahami bahan 
hukum primer adalah Rancangan Peraturan Perun 
dang-undangan (RUU), Rancangan Peraturan 
Pemerintah (RPP), Hasil Penelitian Hukum, Hasil 
karya (Ilmiah) dari kalangan hukum, Hasil-hasil 
penelitian terdahulu yang relevan. 
3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang 
memberikan informasi tentang bahan hukum primer 
dan bahan sekunder, misalnya kamus Bahasa 
Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, 
Bibiografi7.  
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut 
1. Studi Kepustakaan 
 Dalam studi ini penulis mempergunakan content 
identification terhadap bahan-bahan hukum yang akan diteliti, 
yaitu dengan membuat lembar dokumen yang berfungsi untuk 
mencatat informasi atau data dari  bahan-bahan Hukum yang 
diteliti yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sudah 
dirumuskan terhadap.  
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Desa dan peraturan-peraturan lain yang 
ada hubungannya dengan penelitian ini. 
                                                            














































commit to user 62 
 
b. Buku-buku dan literatur 
c. Dokumen 
d. Majalah-majalah tentang Pemerintahan. 
2. Wawancara 
Dalam studi lapangan ini penulis melaksanakan kegiatan 
wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara 
mendapatkan keterangan secara lisan dari responden dengan 
bercakap-cakap secara langsung. Wawancara ini bertujuan untuk 
mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta 
pendapat-pendapat mereka8. Secara umum ada dua jenis teknik 
wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan 
wawancara dengan teknik bebas (tak terstruktur) yang disebut 
wawancara mendalam (in depth interviewing)9.  Dalam 
wawancara ini dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi 
langsung dengan pihak-pihak yang mendukung diperbolehkannya 
data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna 
memperoleh data baik lisan maupun atas sejumlah data yang 
diperlukan. 
Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah  metode campuran, dengan menggabungkan metode 
terpimpin (terstruktur) dengan metode bebas (tidak terstruktur) 
dengan cara, penulis membuat pedoman wawancara dengan 
pengembangan secara bebas sebanyak mungkin sesuai kebutuhan 
data yang ingin diperoleh. Metode wawancara ini dilakukan 
dalam rangka memperoleh data primer serta pendapat-pendapat 
                                                            
8 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta., Jakarta, 1996, hml. 95. 
9 HB. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya, UNS Press, 
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dari para pihak yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan 
Daerah di Kabupaten  Klaten.  
E. Teknik Analisis Data 
Data yang telah terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus 
dianalisis. Dalam tahap analisis data yang telah terkumpul diolah dan 
dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan 
penelitian. Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
kualitatif karena data yang diperoleh bukan angka yang akan diungkapkan 
secara statistik, namun merupakan informasi naratif yang tidak 
mementingkan banyaknya dana tetapi detail dan rinciannya. Menurut 
Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang 
menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang 
diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh10.  
Dalam operasionalisasinya, peneliti  membatasi permasalahan yang 
diteliti dan juga membatasi pada pertanyaan-pertanyaan publik yang perlu 
dijawab dalam penelitian. Dari hasil penelitian tersebut data yang sudah 
diperoleh disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian 
data tersebut diolah dalam bentuk sajian data. Setelah pengumpulan data 
selesai, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi 
berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data maupun sajian 
datanya. Misalnya untuk mengetahui jawaban, apakah Kebijakan Bupati 
sebagai Pengelola Keuangan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, 
maka penulis menanyakan langsung ke pokok permasalahannya. Kemudian 
dari jawaban yang diperoleh tersebut diolah menjadi sajian data untuk 
kemudian dianalisis. Setelah data tersebut selesai dianalisis kemudian 
dikumpulkan. Apabila didalam kesimpulannya dirasa kurang mantap, maka 
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penulis kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus 
dan juga pendalaman data. 
Model analitis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
analisis data interaktif (Interactive model of analisys). 
Gambar. 4 












  Ketiga Komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut . 
1. Reduksi Data 
Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 
yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Reduksi data 
berlangsung terus-menerus bahkan sebelum data benar-benar 
terkumpul sampai sesudah penelitian lapangan, sampai laporan 
akhir lengkap tersusun. Reduksi data bukanlah merupakan suatu 
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2. Penyajian Data 
Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. 
3. Menarik  Kesimpulan/ Verifikasi 
Dari permulaan pengumpulan data, seorang analis kualitatif 
mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, 
penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan 
proposisi. Kesimpulan-kesimpulan itu akan ditangani dengan 
longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah 
disediakan, mula-mula belum jelas meningkat lebih terperinci dan 
mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan juga 
diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya makna- 
makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, 
kekokohannya dan kecocokannya yakni merupakan 
validitasnya11.  
Model analisis ini merupakan proses siklus dan interaktif. Seorang 
peneliti harus bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama 
pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik diantara kegiatan 
reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu 
penelitiannya. Kemudian komponen-komponen yang diperoleh adalah 
komponen-komponen yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan 
permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan 
disajikan secara deskriptif yaitu secara apa adanya sesuai dengan 
permasalahan yang diteliti dan data-data yang diperoleh. 
 
                                                            



















































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A.  HASIL PENELITIAN 
 
1.  Kebijakan   yang  dijalankan  oleh  Bupati  Klaten selaku Pemegang 
Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka menciptakan 
Pemerintahan yang baik (Good Local Governance) 
 Dengan adanya otonomi daerah1 yang menerapkan asas desentralisasi2 
memberikan keleluasaan daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya 
sendiri. Hal ini berbeda dengan penerapan asas sentralisasi yang semua urusan 
menjadi kewenangan pusat, sehingga daerah hanya bersifat terbatas 
kewenangannya. Dengan adanya otonomi daerah seperti saat ini, mendorong 
masyarakat daerah untuk lebih kritis dan lebih maju dalam mengembangkan 
daerahnya masing-masing. Berbagai kebijakan dikeluarkan guna mendukung 
pelaksanaan pemerintahan di daerah.  
Dasar dari pemikiran yang demikian, tidak lain bahwa dengan 
desentralisasi dapat memindahkan proses pengambilan keputusan ke tingkat 
pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Karena merekalah yang 
akan merasakan langsung pengaruh program pelayanan yang dirancang, dan 
                                                 
1 Otonomi daerah adalah hak, wewenang,  dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Daerah otonom sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Kesatuan 
Negara Republik Indonesia (NKRI). Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
2 HAW.Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Raja Grafindo Persada, Jakata, 2004, 
Hl: 23. Asas desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 
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kemudian dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam sistem ini, kekuasaan negara 
akan terbagi antara ‘pemerintah pusat’ disatu pihak, dan ‘pemerintah daerah’ 
di lain pihak. Sistem pembagian kekuasaan dalam rangka penyerahan 
kewenangan otonomi daerah, antara negara yang satu dengan negara yang 
lain, tidak akan sama, termasuk Indonesia yang kebetulan menganut sistem 
Negara Kesatuan. Kewenangan otonomi daerah di dalam Negara Kesatuan, 
tidak dapat diartikan adanya kebebasan penuh dari daerah untuk menjalankan 
hak dan fungsi otonominya menurut kehendaknya tanpa mempertimbangkan 
kepentingan nasional secara keseluruhan, walaupun tidak tertutup 
kemungkinan untuk memberikan otonomi yang luas kepada daerah. 
Dikaitkan dari penjelasan di atas, dengan adanya Undanng-Undang  
Nomor  32 Tahun 2004 ini maka daerah berwenang mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, hal 
ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, 
serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembagian urusan, tugas 
dan fungsi serta tanggungjawab antara pusat dan daerah menunjukkan bahwa 
tidak mungkin semua urusan pemerintahan diselenggarakan oleh pusat saja3. 
Hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh 
daerah itu sendiri, sangat tepat diberikan otonomi sehingga setiap daerah akan 
lebih mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan dan untuk 
                                                 
3 Isharyanto. “Analisis Singkat Terhadap Pembiayaan Pelaksanaan Desentralisasi Ditinjau 
Dari Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah di Indonesia” pada Jurnal Konstitusi P3KHAM 
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meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah4, melalui peningkatan 
pelayanan5, pemberdayaan dan peran serta masyarakat6. Di samping itu 
melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing 
dan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, 
dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem 
NKRI.  
Terdapat beberapa kewenangan yang diberikan pemerintah pusat 
kepada daerah, dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah salah satunya 
adalah dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan tetap memperhatikan 
perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang diberikan kekuasaan untuk 
menjalankan pengelolaaan keuangan daerah adalah terletak pada kepala 
daerah (Gubernur, Bupati/ Walikota) dalam kajian ini adalah Bupati Klaten. 
Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah memegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam 
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mempunyai wewenang. 
a. Menetapkan kebijakan tentang  pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD); 
b.  Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah 
c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang; 
                                                 
4 Siswanto Soenarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 
2008, Hlm. Hal: 108. 
5 Peningkatan pelayanan pada bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan, 
guna mendorong dan menunjang dinamika interaksi kehidupan masyarakat baik sebagai sarana 
memperoleh hak-haknya, maupun sebagai sarana kewajiban masyarakat sebagai warga Negara yang 
baik. Peningkatan pelayanan merupakan salah satu pilar dalam terwujudnya pemerintahan yang baik. 
6 Konsep pembangunan dalam rangka otonomi daerah ini, bahwa peran masyarakat lebih 
menonjol, dituntut kreativitas masyarakat, di mana peran pemerintah hanya terbatas pada memfasilitasi 
dan mediasi. Serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya partai 
politik untuk memberikan pendidikan politik rakyat guna meningkatkan kesadaran berbangsa dan 
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d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara 
pengeluaran; 
e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 
penerimaan daerah; 
f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang 
dan piutang daerah; 
g. Menetapkan  pejabat  yang bertugas  melakukan  pengelolaan  
barang milik daerah; 
h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 
tagihan dan memerintahkan pembayarannya7. 
 
Dalam kenyataannya khususnya di kabupaten Klaten wewenang yang 
dimiliki oleh Bupati selaku pemegang kekuasaan tersebut dilimpahkan pula 
kepada pejabat-pejabat di bawahnya. Pelimpahan wewenang tersebut 
diberikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan selaku pejabat 












                                                 
7 Data diperoleh dalam hasil wawancara dengan Agus Yanuari, SE, MM Seketaris Dewan 
Kabupaten Klaten, tgl 10 Desember 2009, jam 10.00 di Kantor Sekwan, yang merujuk pada beberapa 
peraturan perundang-undangan seperti dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 (Pasal 


















































Bagan Pengelolaan Keuangan Daerah (Kab. Klaten) 
 






















                                                 
8 Pengertian tersebut selain dari hasil wawancara dengan pejabat terkait Drs. Purwanto Agus Raharjo, 
MM.(Kepala Bidang Kas dan Akuntansi Dinas  Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten Klaten, tgl 15 April 2010, Jam 10.00 WIB ) 
Kepala Daerah (Bupati Klaten) 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 
Keuangan  Daerah 
Kepala SKPD 
Pengguna anggaran 
Pengguna Barang Daerah 
Sekertaris Daerah 
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Kepala Daerah: dalam hal ini Bupati Klaten selaku Kepala Pemerintah Daerah 
Kabupaten Klaten adalah pemegang kekuasaan pengelolaan dan 
keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan 
kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Sekertaris Daerah: selaku koordinator pengelola keuangan daerah, sesuai 
dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah. 
SKPD: Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada 
pemerintah daerah yang menggunakan barang atau jasa untuk 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 
PPKD: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala SKPKD atau 
Satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah. SKPKD sendiri adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ 
pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 
daerah. 
BUD: Bendahara Umum Daerah, yang berindak sebagai BUD adalah PPKD. 
PA: Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD 
PPTK: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah pejabat pada unit kerja 
SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 
program sesuai dengan bidang tugasnya. 
PPK-SKPD: Pejabat Penatausaha Keuangan SKPD adalah pejabat yang 
menjalankan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD9. 
 
                                                 
9 Pengertian tersebut selain dari hasil wawancara dengan pejabat terkait Drs. Purwanto Agus 
Raharjo, MM.(Kepala Bidang Kas dan Akuntansi Dinas  Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Klaten, tgl 15 April 2010, Jam 10.00 WIB ) juga termuat dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009, 
Peraturan Bupati Klaten nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan 
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Dalam menjalankan pemerintahan daerah, Bupati Klaten selaku 
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah menjalankan kebijakan 
dan membentuk kebijakan yang digunakan sebagai landasan dalam 
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan tersebut  berupa 
undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan Peraturan Bupati 
Klaten itu sendiri. Kebijakan tersebut diambil dan dilaksanakan dalam rangka 
menciptakan pemerintahan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu. 
a. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah 
c. Undang-Undang Nommor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Negara dan Daerah 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan. 
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan daerah 
f. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  
g. Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2006 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten 
h. Peraturan Bupati Klaten Nomor 21 tahun 2008 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten 
i. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penatausahaan Bendahara Pemerintah Kabupaten Klaten 10. 
                                                 
10 Peraturan-peraturan yang dijalankan Bupati Klaten selaku pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten, didapat dari hasil wawancara penulis dengan Drs. 
Purwanto Agus Raharjo, MM. (Kepala Bidang Kas dan Akuntansi Dinas  Pendapatan Pengelolaan 
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Dari hasil penelitian yang didapat, terdapat 4 peraturan yang paling 
dijadikan acuan oleh Bupati Klaten dalam hal ini sebagai pemegang 
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah di dalam melaksanakan tugas 
pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Klaten, yaitu. 
a. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  
b. Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2006 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten 
c. Peraturan Bupati Klaten Nomor 21 tahun 2008 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten 
d. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penatausahaan Bendahara Pemerintah Kabupaten Klaten 
Peraturan/kebijakan tersebut dijalankan oleh Bupati Klaten sebagai 
dasar hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan juga dalam 
rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya adanya 
suatu kepastian hukum. Sehingga dalam menjalankan kebijakannya ada 
landasan hukum terlebih dahulu. Peraturan yang berupa Undang-Undang 
menjadi acuan dalam membentuk kebijakan yang berupa Peraturan Daerah 
maupun Peraturan Bupati Klaten, berdasarkan hasil wawancara bahwa banyak 
Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati Klaten yang juga berkaitan 
dengan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten, namun hanya yang 
tersebut di atas  yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan 
pengelolaan keuangan daerah. 
Dengan munculnya wacana tata kelola pemerintahan yang baik, 
hingga masuk dalam pemerintahan daerah. Maka setiap kebijakan yang 
dijalankan, maupun yang dikeluarkan harus merujuk pada asas pemerintahan 
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untuk mewujudkan pemerintahan yang baik oleh Bupati Klaten selaku 
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka 
mewujudkan pemerintahan yang baik Good Local Governance. Asas-asas 
dalam Good Local Governance, antara laian. 
a. Principle 1 Participation 
b. Principle 2 Rule of Law 
c. The principle 3 Transparancy 
d. Principle 4 Equality 
e. Principle 5 Responsveness 
f. Principle 6 Vision 
g. Principle 7 Accountability 
h. Principle 8 supervision 
i. Principle 9 Efficiency and effectiveness 
j. Principle 10 Profesionalism11. 
Asas ini hampir sama dengan apa yang disebutkan oleh Koentjoro 
Purbopranoto yaitu. 
a. Asas  kepastian hukum; 
b. Asas keseimbangan; 
c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan; 
d. Asas bertindak cermat; 
e. Asas motivasi untuk setiap keputusan; 
f. Asas tidak mencampuradukkan kewenangan; 
g. Asas permainan yang layak; 
h. Asas keadilan dan kewajaran; 
i. Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar; 
                                                 
11 Asas tersebut dapat diartikan sebagai berikut: prinsip partisipasi, prinsip berdasarkan 
hukum, prinsip transparansi, prinsip persamaan, prinsip responsifitas, prinsip vision, prinsip 













































commit to user 
75 
 
j. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal; 
k. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi; 
l. Asas kebijaksanaan; 
m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum12. 
Selain itu asas pemerintahan yang baik terdapat pula di dalam suatu 
Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme, asas-asas tersebut yaitu. 
a. Asas kepastian hukum 
b. Asas tertib penyelenggaraan negara 
c. Asas kepentingan umum 
d. Asas keterbukaan 
e. Asaas proporsionalitas 
f. Asas profesionalitas 
g. Asas akuntabilitas13 
 
Hubungannya dengan pelaksanaan pemerintahan daerah dan juga 
pengelolaan keuangan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 
2004 juga menyebutkan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik 
yang terdapat dalam Pasal 20, yaitu. 
a. Asas kepastian hukum; 
                                                 
12 Koentjoro Purbropranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan 
Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1975, hlm. 30. Terdapat pula dalam I Gusti Ayu Ketut Rahmi 
Handayani, Sistem Pengawasan Eksternal Vs Internal Hukum Dalam Konteks Hukum Administrasi 
Negara,  Kumpulan Tulisan dalam Peringatan Ulang Tahun Prof Dr. Zudan Arif Fakrullah,SH,MH. 
“Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, 
hlm. 385 
13 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2006, hlm. 254-255. Asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut 
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b. Asas tertib penyelenggaraan negara; 
c. Asas kepentingan umum; 
d. Asas keterbukaan; 
e. Asas proporsionaitas;       
f. Asas akuntabilitas;  
g. Asas efisiensi;     
h. Asas efektivitas. 
Asas ini menjadi acuan pemerintah  daerah dalam menjalankan 
pemerintahannya. Termasuk juga untuk Kabupaten Klaten. Di dalam 
peraturan daerah Kabupaten Klaten juga tercantum asas umum pengelolaan 
keuangan daerah yang juga merujuk pada asas umum pemerintahan yang baik, 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten 
Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan  
daerah, yaitu. 
“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan 
Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan 
kemanfaatan bagi masyarakat” 
Asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance) 
merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan 
hukum administrasi negara. Asas ini berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat 
administrasi negara dalam menjalankan fungsinya. Begitu pula bagi Bupati 
sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, di dalam 
menjalankan fungsinya juga harus berlandaskan asas umum pemerintahan 
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2.  Faktor-faktor yang dapat menghambat Bupati Klaten dalam menjalankan roda 
pemerintahan selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan 
daerah dalam rangka menciptakan Pemerintah yang baik (Good Local 
Governance). 
Hukum dapat dikatakan berlaku efektif, jika telah dapat dilaksanakan 
dengan baik. Terkait dengan dengan penelitian yang penulis lakukan dalam 
hal pengelolaan keuangan daerah di Kabupten Klaten, dengan Bupati Klaten 
sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Terdapat 
beberapa peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah 
yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan, serta prinsip-prinsip 
pemerintahan yang baik. Namun dalam evaluasi yang dilakukan masih 
terdapat kekurangan dan masih terdapat kebijakan yang belum dapat 
dilaksanakan.  
Di dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 
Klaten, maka Bupati Klaten selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan 
keuangan daerah belum sepenuhnya dapat memenui good local governance. 
Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dari struktur pemerintahan, 
substansi peraturan serta budaya hukum masyarakat Klaten pada umumnya. 
Hambatan-hambatan yang dihadapai akan di analisis dengan teori sistem 
hukum Lawrence M. Friedman dan di bahas lebih luas dalam pembahasan, di 
mana hukum dapat berjalan dengan baik dipengaruhi oleh tiga komponen, 
yaitu. 
a. Komponen struktur 
Yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu 
dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung 
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melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan 
terhadap penggarapan bahan-bahan hukum hukum secara teratur. 
Hubungan dengan pengelolaan keuangan daerah 
kabupaten, komponen struktur terletak pada Bupati Klaten selaku 
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, serta pejabat 
di bawahnya yang juga berwenang dalam pelaksanaan pengelolaan 
keuangan daerah kabupaten Klaten. Hal ini dapat dilihat dalam 
kebijakan yang diambil, kualitas Sumber Daya Manusia yang 
melaksanakan kebijakan tersebut, kinerja di lapangan serta 
keprofesionalisme dalam bekerja. 
b. Komponen substansi 
Yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan-
peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak 
yang mengatur maupun diatur. Jika dihubungkan dengan kebijakan 
yang dilaksanakan oleh Bupati Klaten selaku pemegang kekuasaan 
pengelola keuangan daerah, maka yang berpengaruh adalah 
kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan itu sendiri. 
Baik di tingkat pemerintah pusat yang berupa Undang-Undang, 
Peraturan Pemerintah ataupun yang berada di tingkat daerah 
(Kabupaten Klaten) yang berupa Peraturan Daerah dan Peraturan 
Bupati Klaten. 
c. Komponen kultur  
Komponen kultur terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap 
yang mempengaruhi bekerjanya hukum  dan ini disebut sebagai 
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jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan 
tingkah laku hukum seluruh warga14. 
Dapat dilihat dari seberapa besar partisipasi warga Klaten 
dalam ikut menentukan kebijakan, ikut andil dalam pelaksanaan 
dan juga ikut dalam memberikan masukan terhadap permasalahan 
yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 
Klaten. Karena partisipasi masyarakat akan sangat menentukan 
tujuan pembangunan daerah, karena pengelolaan keuangan daerah 
tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan 
terhadap masyarakat di daerah. 
B.   PEMBAHASAN 
1. Kebijakan yang dijalankan oleh Bupati Klaten selaku Pemegang Kekuasaan 
Umum Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka menciptakan Pemerintahan 
yang baik (Good Local Governance). 
Salah satu pilar pokok otonomi daerah adalah kewenangan daerah 
untuk mengelola secara mandiri keuangan daerahnya15. Dari hasil penelitian 
di atas dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 
Kebijakan yang dijalankan oleh Bupati Klaten selaku Pemegang Kekuasaan 
Umum Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka menciptakan Pemerintahan 
yang baik yaitu.  
 
                                                 
14 Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, 
2005, hlm. 30. Baca pula dalam Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, ctk. Pertama, 
Kompas, Jakarta, 2006, hlm 254. Yang juga menyatakan bahwa penegakan dan pembangunan  ; 2) 
substansi yang merupakan hasil aktual yanng diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi kaidah-
kaidah hukum yang tertulis; 3) kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara 
bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara 
keseluruhan. 
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a. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
Undang-undang keuangan negara merupakan undang-
undang payung (umbrella act) yang dijadikan dasar dalam 
membuat peraturan perundang-undangan terkait dengan keuangan 
negara maupun daerah. Selain itu Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 juga telah mengantisipasi perubahan standar 
akuntansi di lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu 
kepada perkembangan standar akuntansi di lingkungan 
internasional16.Perubahan standar akuntansi tersebut tidak hanya 
pemerintahan di tingkat pusat tetapi juga menjadi perubahan 
standar akuntansi di tingkat daerah termasuk Kabupaten Klaten, 
salah satunya dengan dikeluarkannya peraturan Bupati Klaten 
Nomor 35 Tahun 2006 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Klaten.  Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 juga memuat asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara 
sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah yang baik) 
yang juga digunakan sebagai acuan dalam rangka mendukung 
terwujudnya good governance17.Asas-asas umum tersebut 
diperlukan guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip 
pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga 
merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Di 
dalam pelaksanaan untuk Kabupaten Klaten asas-asas umum 
tersebut juga berpengaruh pada terwujudnya good local 
                                                 
16 Ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara. 
17 Asas tersebut adala akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, 
proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan 
pemeriksa yang bebas dan mandiri, disamping asas-asas yang telah ada  seperti asas tahunan, asas 
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governance, tidak hanya itu Undang-undang Nomor 17 Tahun 
2003 selalu menjadi dasar hukum dalam pembuatan peraturan 
daerah maupun peraturan Bupati Klaten yang terkait dengan 
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten. Selain itu di 
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memuat tentang 
pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 
yang nantinya menjadi pedoman bagi perangkat daerah khususnya 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati selaku Kepala 
Daerah dalam menyusun APBD, di mana APBD sebagai salah 
satu bagian pengelolaan keuangan daerah18.  
Permasalahan pelaksanaan APBN dan juga APBD juga 
diatur di dalamnya, sehingga dalam pelaksanaan APBD di 
Kabupaten Klaten juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003. Tahap akhirnya adalah pada 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang meliputi 
pula keuangan daerah , yang juga merupakan salah satu wujud 
pemenuhan asas dalam good governance yaitu transparansi dan 
akuntabilitas dengan tetap mengikuti standar akuntansi yang telah 
ditetapkan. Semua kewenangan, tugas serta ketentuan yang 
terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 juga 
memiliki sanksi ketiga pejabat dari tingkat pusat hingga daerah 
melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan negara 
maupun daerah, baik dengan sanksi administratif, pidana dan ganti 
rugi. Dengan pencantuman sanksi, menjadi acuan bagi kebijakan 
                                                 
18. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 
ditetapkan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Dan APBD merupakan salah satu bentuk 
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pengelolaan keuangan di Kabupaten Klaten yang juga 
mencantumkan sanksi bagi pejabat atau perangkat pengelola 
keuangan daerah bila melakukan penyimpangan dan 
penyalahgunaan wewenang, baik sanksi administrasi, pidana 
maupun ganti rugi seperti yang terdapat dalam BAB XII 
“Penyelesaian Kerugian Daerah” Peraturan Daerah Kabupaten 
Klaten Nomor 10 Tahun 200919. Di dalam Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2003 terdapat penegasan di bidang pengelolaan 
keuangan, yaitu kekuasaan pengelola keuangan negara. 
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan revisi 
dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, di mana awal mula 
berlakunya asas desentralisasi dikarenakan tuntutan reformasi, 
karena selama ini pelaksanaan pemerintahan daerah menggunakan 
sistem sentralisasi. Dengan sentralisasi Kekuasaan dipusatkan 
pada pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
mengatur banyak perubahan mengenai pemerintahan daerah 
sebagai salah satu bentuk tuntutan akan amandemen Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya 
                                                 
19. Secara garis besar berbunyi ”setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan 
melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, ketentuan Pasal 128 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 
Tahun 2009. Penjelasan sanksi yang diberikan didapat  dari hasil wawancara penulis dengan Seger 
Hastuti Purwaningsih, S.Sos, M.Si. (Kasi Akuntansi Bidang Kas dan Akuntansi  Dinas Pendapatan 
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pada Pasal 18 yang mengatur tentang pemerintahan daerah20. 
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 daerah 
diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus 
kehidupan daerah masing-masing. Klaten merupakan salah satu 
dari daerah yang juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sendiri21. Salah satu kewenangan 
tersebut berupa pengelolaan keuangan daerah yang tidak terlepas 
juga dengan kewenangan lain, yang merupakan bagian dari urusan 
wajib maupun urusan pilihan yang diserahkan pusat kepada 
daerah22. 
Di dalam membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah 
Kabupaten Klaten baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati 
menjadikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai 
landasan hukumnya. Di dalam penjelasan Undang-Undang nomor 
32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa sumber-sumber keuangan yang 
                                                 
20 Ni’Matul Huda, Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, ctk. 
Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 20. Pasal-Pasal baru tentang Pemerintahan daerah dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa paradigma baru dan arah 
politik Pemerintahan Daerah yang baru. Hal-hal tersebut nampak dalam prinsip-prinsiip; 1) daerah 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; 2) 
prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya; 3) prinsip kekhususan dan keragaman daerah; 4) prinsip 
hubungan pusat dan daerah secara adil. Lihat pula dalam Zudan Arif Fakrulloh, Ilmu Lembaga dan 
Pranata Hukum (Sebuah Pencarian), ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 78. Juga 
menyebutkan ciri-ciri umum penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berdasarkan UUD RI 1945 di 
mana terdapat tujuh poin. Merupakan inti dari ketentuan Pasal 18, 18A dan 18 B UUD RI 1945. 
21 Pernyataan dari hasil wawancara dengan Seger Hastuti Purwaningsih, S.Sos, M.Si. (Kasi 
Akuntansi Bidang Kas dan Akuntansi  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
Klaten, tgl 16 April 2010, Jam. 10.00 di kantor DPPKAD). Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004, mengatur tentang kewenangan daerah yang lebih luas, dan Klaten juga memiliki kewenangan 
yang pertama fungsi alokasi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang tersebut. 
22 Zudan Arif Fakrulloh, op.cit, hlm. 81. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang 
berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup 
minimal, prasarana lingkungan dasar; urusan pilihan terkait erat dengan potensi unggulan daerah. 
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melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada 
daerah menjadi sumber keuangan daerah, hal ini mempertegas, 
kewenangan daerah khususnya Kabupaten Klaten dalam 
mengelola keuangan daerahnya. Dan mempertegas kedudukan 
Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
daerah,  termasuk hak untuk membuat kebijakan berhubungan 
dengan keuangan daerah dinyatakan bahwa kekuasaan 
pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari 
kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan 
negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada 
Gubernur/Bupati/walikota sebagai kepala pemerintahan daerah 
dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan 
daerah yang dipisahkan. 
Kebijakan ini berimplikasi kepada pengaturan pengelolaan 
keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/walikota 
bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai 
bagian dari kekuasaan pemerintah daerah. Sehingga  pengaturan 
pengelolaan keuangan daerah dan pertangungjawaban keuangan 
daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintah 
daerah, yaitu dalam Undang-Undang Pemerintahan daerah. Hal ini 
menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan pembuatan 
kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya 
di Kabupaten Klaten. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengatur 
bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan urusan 
pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah Pusat. 
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pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam, dan sumberdaya 
lainnya. Yang menjadi pembahasan adalah pada hubungan 
keuangan, bahwa pemerintah Klaten dalam kenyataannya 
memiliki hubungan keuangan dengan Propinsi Jawa Tengah 
sebagai bagian dari wilayah Propinsi Jawa Tengah dan memiliki 
hubungan keuangan dengan pemerintah pusat. Untuk mengetahui 
hal tersebut, setiap tahun dibuat laporan keuangan dan laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahunnya kepada 
pusat. Dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam 
hubungan kewenangan tersebut. Secara lebih rinci diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. 
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Negara dan Daerah 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini sangat penting 
dalam pengelolaan keuangan daerah, karena di dalamnya 
mencakup pembagian keuangan antara pemerintah dan pemerintah 
daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan 
dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. 
Pemerintah Kabupaten Klaten, khususnya Bupati Klaten 
sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 
menjalankan ketentuan ini dan menjadikan ketentuan ini sebagai 
landasan pengelolaan keuangan daerah, karena Undang-Undang 
Nomor 33 tahun 2004 mengatur mengenai sumber-sumber 
pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah, yang terdiri dari 
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Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah23.  Pengaturan 
pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi dan 
dilakukan atas dasar APBD. 
Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 
yang tetap memperhatikan hubungan pusat dan daerah Pemerintah 
Kabupaten Klaten juga menjalankan tiga fungsi, yaitu fungsi 
alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi24. Ketiga fungsi 
tersebut dijalankan untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan 
daerah dan untuk menentukan dasar-dasar dalam perimbangan 
keuangan antara pusat dan daerah. Melalui undang-undang ini 
membuka kesempatan kepada daerah khusunya Klaten untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya sendiri 
secara lebih leluasa. 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 merupakan 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  Pasal 32 
ayat (2) yang menyatakan bahwa “standar akuntansi pemerintahan 
disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat 
pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan”. Standar 
                                                 
23 PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil restribusi 
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah 
yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan 
dalam pelaksanaan otonomi daerah. Ahmad Erani Yustika, Desentralisasi Ekonomi Indonesia Kajian 
Teoritis dan Realitas Empiris, ctk. Pertama,  Bayu Media Publishing, Malang 2008, hal.31. 
 
24 Ni’Matul Huda, op.cit, hlm. 103. Fungsi alokasi yaitu: meliputi sumber-sumber ekonomi 
dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat; fungsi distribusi yaitu meliputi pendapatan dan 
kekayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan; fungsi stabilisasi yaitu meliputi pertahanan-
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akuntansi pemerintahan dimaksud dibutuhkan dalam rangka 
penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya 
meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, 
dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintah ini 
juga merupakan pelaksanaan Pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa laporan 
keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 
Bupati Klaten menggunakan kebijakan ini dalam 
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, karena Peraturan 
Pemerintah ini merupakan dasar bagi daerah untuk menyusun 
suatu laporan keuangan dengan standar akuntansi secara 
tersendiri. Peraturan Pemerintah ini diturunkan dengan kebijakan 
Bupati yang berupa Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 
2006 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Klaten25. 
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan daerah 
Secara garis besar peraturan pemerintah ini memuat 
kebijakan yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, 
                                                 
25 Hasil wawancara dengan Seger Hastuti Purwaningsih, S.Sos, M.Si. (Kasi Akuntansi Bidang 
Kas dan Akuntansi  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Klaten, tgl 16 April 
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pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan 
daerah. Peraturan ini memuat tentang tata penyusunan rencana 
kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta 
tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah. 
Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah ini meliputi. 
1) Asas umum pengelolaan keuangan daerah; 
2) Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan Daerah; 
3) Struktur APBD; 
4) Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; 
5) Penyusunan dan penetapan APBD; 
6) Pelaksanaan dan perubahan APBD; 
7) Penatausahaan keuangan daerah; 
8) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
9) Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; 
10) Pengelolaan kas umum daerah; 
11) Pengelolaan piutang daerah; 
12) Pengelolaan investasi daerah; 
13) Pengelolaan barang milik daerah; 
14) Pengelolaan dana cadangan; 
15) Pengelolaan utang daerah; 
16) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan 
daerah; 
17) Penyelesaian kerugian daerah; 
18) Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; 
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Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 
daerah. dan dijabarkan menjadi 19 poin di atas. Bupati Klaten 
menggunakan Peraturan Pemerintah ini dalam pengelolaan 
keuangan daerah yang diturunkan dengan adanya Peraturan 
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga dalam 
mewujudkan pengelolaan keuangan daerah untuk Kabupaten  
Klaten terbilang tidak begitu mudah. Karena banyak aspek yang 
merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang pada 
intinya demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan yang dapat 
mensejahterakan masyarakat Klaten khususnya. 
f. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah  
Peraturan Daerah yang ditetapkan bersama antara DPRD 
Klaten dan disahkan oleh Bupati Klaten ini, merupakan salah satu 
kebijakan yang dibentuk sebagai pelaksanaan atas Pasal 159 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan daerah. Yang khusus mengatur mengenai pokok-pokok 
pengelolaan keuangan daerah untuk Kabupaten Klaten.  
 Disampaikan bahwa latar belakang pembentukan kebijakan 
Peraturan Daerah ini adalah  keinginan untuk mengelola keuangan 
negara dan daerah secara efektif, efisien, yang ingin dilaksanakan 
melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang meliputi 
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secara formal memasukkan prinsip-prinsip yang ada dalam tata 
kelola pemerintahan yang baik (good local governance). 
Peraturan daerah ini  digunakan oleh Bupati Klaten dalam 
rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah  sampai pada 
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Kabupaten Klaten 
karena di dalam peraturan ini memuat beberapa hal pokok yaitu. 
1) Perencanaan dan penganggaran 
2) Pelaksana dan penatausahaan Keuangan Daerah 
Yang memiliki kekuasaan untuk melakukan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga 
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 
Bupati Klaten, tidak menjalankan secara sendiri, namun 
kekuasaan tersebut  dilaksanakan perangkat daerah di 
bawahnya. Dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Satuan 
Kerja pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) bertindak 
selaku pejabat pengelola keuangan daerah26. Pemisahan 
ini diambil  guna memberikan kejelasan dalam 
pembagian wewenang dan tanggungjawab, 
terlaksananya mekanisme check and balances serta 
untuk mendorong  upaya peningkatan profesionalisme 
dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah 
khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah. 
Beberapa aspek yang yang diatur dalam peraturan 
daerah ini  guna memberikan aspek tanggung jawab 
                                                 
26 Untuk menjalankan tugas ini dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku 
pejabat pengguna anggaran/barang daerah dibawah  koordinasi Sekertaris Daerah. Diambil dari 
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yang lebih besar pada Pejabat Pelaksana Anggaran, 
Sistem Pengawasan Pengeluaran dan Sistem 
Pembayaran, Manajemen Kas dan Perencanaan 
Keuangan, Pengelolaan Piutang dan Utang, Pengelolaan 
Investasi, Pengelolaan Barang Milik Daerah, 
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD, serta 
Akuntansi dan Pelaporan. Mengingat pengelolaan 
keuangan daerah mencakup aspek keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 
pengawasan keuangan daerah, sehingga kebijakan akan 
peraturan  daerah tersebut diambil, sebagai dasar dalam 
proses pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten 
Klaten. 
3) Pertanggungjawaban keuangan daerah 
Pertanggungjawaban dibidang akuntansi dan 
pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan 
pilar akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari 
tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan daerah ini  
memuat pengaturan terhadap pertanggungjawaban 
pemerintah dareah khususnya pemerintah daerah 
Kabupaten Klaten untuk menyampaikan berupa. 
a)   Laporan Realisasi Anggaran 
b) Neraca 
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d) Catatan atas laporan Keuangan (yang disusun 
berdasarakan Standar akuntansi 
Pemerintah)27. 
e)   Laporan tersebut melalui beberapa proses 
sebelum akhirnya dilaporkan kepada 
masyarakat sebagai pemenuhan aspek 
transparansi. 
 Laporan pengelolaan keuangan daerah untuk 
Kabupaten Klaten disampaikan kepada masyarakat 
Klaten melalui DPRD Klaten, yang sebelumnya terlebih 
dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan28. 
g. Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2006 tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten 
Peraturan ini merupakan salah satu kebijakan Bupati Klaten 
sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam 
rangka mewujudkan terselenggaranya penyusunan dan penyajian 
laporan keuangan daerah yang dapat memenuhi kepentingan 
transparansi, relevan, handal dan dapat dibandingkan, dan dapat 
dipahami maka dikeluarkan kebijakan Akuntasi Pemerintah 
Kabupaten Klaten oleh Bupati Klaten. Peraturan Bupati Klaten 
Nomor 35 tahun 2006 merupakan tindak lanjut dari Peraturan 
                                                 
27 Disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintaha yang ditegaskan dengan Peraturan 
Bupati Klaten Nomor 35 tahun 2006 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten. 
28 Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sejalan dengan amandemen 
Ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pemeriksaan atas 
laporan keuangan dilaksanakan oleh  Badan pemeriksa Keuangan. Dengan demikian BPK akan 
melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. lihat dalam Undang-Undang 
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Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah. 
Peraturan Bupati Klaten tersebut yang berisi pelaporan 
keuangan Kabupaten Klaten Memiliki Peranan untuk 
menyediakan informasi yang relevan mengenai keuangan dan 
seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama 
satu periode pelaporan. Hal ini digunakan untuk membandingkan 
realisasi pendapatan belanja, transfer, dan pembiayaan dengan 
anggaran yang telah ditetapkan , menilai kondisi keuangan, 
mengevaluasi efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan 
untuk membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan29. 
Lebih lanjut dinyatakan bahwa periode pelaporan untuk 
kepentingan akuntabilitas dimana mempertanggungjawabkan 
pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam 
mencapai tujuan, manajemen, transparansi dan keseimbangan 
antar generasi. Dibuatnya pelaporan keuangan Kabupaten Klaten 
yaitu. 
1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan 
penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh 
pengeluaran. 
2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara 
memperoleh sumberdaya ekonomi dan alokasinya 
                                                 
29Wawancara dengan Drs. Purwanto Agus Raharjo, MM. (Kepala Bidang Kas dan Akuntansi 
Dinas  Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten, tgl 20 April 2010, Jam 
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dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan 
perundang-undangan. 
3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya 
ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas 
pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 
4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas 
pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi 
kebutuhan kasnya. 
5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan 
kondisi entitas pelaporan kegiatan terkait dengan 
sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek 
maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari 
pungutan pajak dan pinjaman. 
6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi 
keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami 
kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang 
dilakukan selama periode pelaporan. 
Dalam peraturan ini termuat mengenai langkah-langkah 
dalam penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah 
Kabupaten Klaten. 
h. Peraturan Bupati Klaten Nomor 21 tahun 2008 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten 
Peraturan Bupati ini dibentuk dalam rangka mewujudkan 
terselenggaranya penatausahaan keuangan daerah kabupaten 
Klaten yang memenuhi asas tertib, transparan, konsisten, akurat, 
dan akuntabel sehingga perlunya menyusun pedoman pelaksanaan 
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Keuangan Daerah Kabupaten Klaten dimaksudkan untuk 
mewujudkan keterpaduan, keserasian, tepat waktu dan mutu, tertib 
administrasi, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran, 
pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan keuangan daerah, 
pengendalian dan pengawasan/pemeriksaan penatusahaan APBD. 
Dalam Peraturan Bupati ini termuat tujuan dari pembuatan 
pedoman pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, 
sebagaimana juga dalam hasil wawancara30 yaitu. 
1) Untuk mewujudkan kesatuan pemahaman dalam 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku sehingga penatausahaan keuangan daerah dapat 
diselenggarakan dengan baik; 
2) Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi 
dan akuntabilitas pelaksanaan APBD; 
3) Untuk meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat 
daerah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan 
anggaran/kegiatan. 
i. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Penatausahaan Bendahara Pemerintah Kabupaten Klaten. 
Ketentuan ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh 
Bupati Klaten untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan 
keuangan daerah disamping beberapa peraturan baik Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah serta Peraturan Daerah Kabupaten 
Klaten yang juga menjadi landasan pelaksanaan pengelolaan 
keuangan daerah di Kabupaten Klaten. Peraturan Bupati Klaten 
                                                 
30 Hasil wawancara dengan Seger Hastuti Purwaningsih, S.Sos, M.Si. (Kasi Akuntansi Bidang 
Kas dan Akuntansi  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Klaten, tgl 16 April 
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Nomor 36 Tahun 2009 mengatur tentang Pedoman Penatausahaan 
Bendahara Pemerintah Kabupaten Klaten. Peraturan ini dibuat 
oleh Bupati Klaten dengan maksud dan tujuan dalam rangka tertib 
administrasi dan akuntabilitas dan merupakan bentuk 
pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah di Kabupaten Klaten, sehingga perlu adanya 
pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat 
pada peraturan perundang-undangan,  efisien, ekonomis, efektif, 
dan transparan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban 
bedahara serta penyampaiannya. Karena bendahara merupakan 
kepanjangan tangan Bupati dalam hal pengelolaan keuangan 
daerah31. 
Tata cara penatausahaan dan penyusunan 
pertanggungjawaban dibuat tidak hanya oleh satu bendahara saja. 
Karena terdapat beberapa bendahara yang membidangi tugas 
masing-masing, yaitu ada bendahara penerimaan, bendahara 
pengeluaran,dan bendahara umum daerah  yang tugas dan 
fungsinya terdapat dalam Peraturan Bupati Klaten ini. Sehingga 
Peraturan ini menjadi acuan pembuatan laporan bagi 
penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara. 
Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan asas 
umum pemerintahan yang baik, sebagaimana tercantum dalam 
Undang-Undang Pemerintahan Daerah,dan juga prinsip-prinsip 
good local governance khusunya prinsip transparansi dengan 
                                                 
31 Wawancara dengan Seger Hastuti Purwaningsih, S.Sos, M.Si. (Kasi Akuntansi Bidang Kas 
dan Akuntansi  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Klaten, tgl 16 April 2010, 
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dibuatnya tertib administrasi. Selain itu Peraturan Bupati Klaten 
Nomor 36 Tahun 2009 memuat lampiran yang merupakan 
pedoman serta tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan 
pertanggungjawaban bendahara penerima SKPD dan bendahara 
penerima pembantu SKPD serta penyampaiannya. Sehingga 
terdapat suatu pedoaman yang baku dalam penyampaian laporan 
yang hanya bisa dibentuk dengan Peraturan Bupati dalam hal ini 
Bupati Klaten. 
Sebagaimana dalam hasil penelitian dari beberapa peraturan 
perundang-Undangan yang digunakan oleh Bupati Klaten dalam 
rangka pengelolaan keuangan daerah, terdapat empat peraturan yang 
paling menjadi acuan, diantara peraturan tersebut diatas yaitu. 
a.   Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah  
b. Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2006 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten 
c.    Peraturan Bupati Klaten Nomor 21 tahun 2008 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Klaten 
d. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penatausahaan Bendahara Pemerintah Kabupaten 
Klaten 
Dinyatakan bahwa keempat peraturan daerah dan Peraturan 
Bupati Klaten ini merupakan peraturan yang paling digunakan sebagai 
acuan Bupati Klaten dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah 
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pemerintah daerah Klaten, yang paling sering digunakan dan memuat 
pedoman-pedoman dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah 
di lapangan.  
Terdapat kebijakan yang digunakan Bupati Klaten dalam 
menjalankan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan 
pemerintahan yang baik. Namun meskipun demikian dalam 
kenyataannya pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Klaten, 
masih terdapat beberapa hambatan, sehingga belum bisa terlaksana 
secara efektif dan mencapai tujuan pengelolaan keuangan daerah yang 
pada intinya memberikan pelayanan dan kesejahteraan anggota 
masyarakat di Klaten. 
Untuk menganalisisnya kebijakan tersebut dapat berjalan dengan 
baik dipengaruhi oleh unsur lain yaitu. 
a.    Dukungan dan penolakan dari lembaga ekternal; 
b. Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup; 
c.    Dukungan dari berbagai macam sumber daya yang ada; 
d. Kemampuan pelaksanaan kebijakan menganalisa kualitas 
persoalan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan, dan 
keputusan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan 
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam tingkat koordinasi32. 
Unsur tersebut perlu diperhatikan terutama untuk dapat 
mengevaluasi kebijakan Bupati Klaten dalam pengelolaan keuangan 
daerah. Karena Evaluasi kebijakan mencakup penilaian isi, 
                                                 
32 Safri Nugraha, dkk, Hukum Administrasi Negara, ctk. Pertama, Center of Law and Good 
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perwujudan dan akibat-akibat dari kebijakan yang ditetapkan, dan 
proses terjadinya kebijakan tersebut. Penilaian terpenting adalah 
apakah kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan dari kebijakan sudah 
tercapai ? Bila sudah tercapai apakah sasaran yang digunakan sudah 
tepat sasaran (efektif) dan tepat guna. Apakah tujuan tersebut sudah 
sesuai dengan tujuan-tujuan dan asas-asas lain dari pelaksanaan 
kebijakan ? apakah sarana-sarana sudah sesuai dengan tujuan-tujuan 
dan telah dipilih dalam urutan waktu yang tepat? Dan apakah 
kebijakan dibuat berdasarkan informasi yang tersedia? Serta 
dilaksanakan secara tepat. 
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan kesemua peraturan 
perundang-undangan yang digunakan dalam kaitannya paling tidak 
memuat asas umum pemerintahan yang baik, hal ini menunjukkan 
sesungguhnya telah ada hubungan pengelolaan keuangan daerah demi 
terwujudnya pemerintahan yang baik. Karena indikator terwujudnya 
pemerintahan yang baik, harus memenuhi beberapa asas yang telah 
dibahas di atas. Namun paling tidak untuk dapat menilai hasil 
pengelolaan keuangan daerah yang out putnya untuk masyarakat 
(pelayananan dan kesejahteraan), maka penulis memberikan beberapa 
indikator33 untuk pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Klaten. 
a.   Angka Kemiskinan 
Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia 
menupakan salah satu dari negara yang memiliki banyak 
pendududuk miskin atau angka kemiskinan yang tinggi, 
terbukti dengan meningkatnya jumlah gelandangan, jumlah 
                                                 
33 http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20080704121619. Diakses 20 
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pengemis dan banyaknya orang yang tidak mempunyai 
tempat tinggal yang layak. Dengan adanya Otonomi daerah, 
yang memeberikan kewenangan kepada daerah dalam 
melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri yang 
bertujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat,  ternyata belum dapat sepenuhnya mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat dan menghapuskan kemiskinan 
yang menjadi permasalahan klasik. Meskipun data yang 
diperoleh untuk Kabupaten Klaten untuk angka kemiskinan 
mengalami penurunan dari  tahun kemarin, namun angka 
kemiskinan/ yang disebut dalam data keluarga yang pra 
sejahtera di dalam Kabupten Klaten masih menunjukkan 
angka yang cukup besar yaitu 27, 18 %34. Dengan 
pengelolaan keuangan daerah secara mandiri, sesungguhnya 
daerah memiliki ruang yang jauh lebih luas untuk dapat 
mengelola keuangan daerah yang diperuntukkan bagi 
keluarga miskin, sehingga dari tahun ke tahun keluarga 
miskin, khususnya di Kabupaten Klaten semakin menurun. 
Hal ini juga sebagai salah satu penunjang tercapainya Good 
Local Governance.  
b. Peningkatan kualitas SDM 
Untuk dapat memajukan suatu negara dibutuhkan 
orang-orang yang mempunyai kompetensi, dalam artian 
dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang baik. Berdasarkan 
                                                 
34 Data di dapat penulis dalam wawancara dengan Seger Hastuti Purwaningsih, S.Sos, M.Si. 
(Kasi Akuntansi Bidang Kas dan Akuntansi  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Klaten, tgl 16 April 2010, Jam. 10.00 di kantor DPPKAD.. dijelaskan pula jumlah keluarga 
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hasil wawancara untuk pejabat pengelola keuangan daerah 
disesuaikan dengan bidang ilmunya, namun masih perlu 
dilakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan 
kwalitas, terutama dalam pembuatan laporan dan 
pelaksanaan di lapangan. 
c.   Pemenuhan hak-hak dasar 
Pemenuhan hak-hak dasar di sini seperti, pendidikan 
dan kesehatan, yang juga terkait dengan 
peningkatan/pengembangan kualitas SDM. Banyak hak-hak 
masyarakat yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah. 
Hak akan pendidikan, pemenuhan atas pelayanan kesehatan 
juga belum dapat terwujud, masih banyak masyarakat yang 
mendapatkan diskriminasi atas pelayanan kesehatan, 
terbukti dengan masyarakat yang kurang mampu, kurang 
mendapatkan pelayanan yang baik dibandingkan dengan 
masyarakat yang mampu secara ekonomi. Dari data yang 
diperoleh untuk Kabupaten Klaten bahwa akses pelayanan 
kesehatan gratis bagi 25.874 peserta program Jamkesda 
Klaten tahun 2009 terancam terputus, sehingga harus 
mengandalkan surat keterangan miskin. Ini akan sangat 
merugikan warga miskin mengingat sakit tidak mengingat 
waktu dan keadaan. Dan pengelolaan keuangan daerah akan 
sangat berpengaruh dengan terwujudnya layanan kesehatan. 
Sedangkan untuk hak pendidikan sudah terdapat 
peningkatan, berdasarkan data yang didapat untuk mulai 
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dan setingkat tidak dipungut biaya35.  Untuk fasilitas 
penampungan penduduk rawan sosial belum menunjukkan 
peningkatan selama tiga tahun terakhir36. 
d.  Lapangan Kerja dan Angka Pengangguran 
Angka pengangguran yang cukup tinggi menjadi 
masalah yang sangat serius, dan belum terdapat jalan keluar 
atas masalah ini. Tidak dapat dielakkan lagi jumlah 
penduduk yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan 
jumlah lowongan kerja yang tersedia menyebabkan angka 
pengangguran yang tinggi37. Untuk Kabupaten Klaten masih 
banyak masyarakat yang sudah usia kerja belum 
mendapatkan pekerjaan, dengan minimnya lapangan 
pekerjaan. Sehingga banyak penduduk Kabupaten Klaten 
yang memilih untuk bekerja di luar daerah. Dengan 
pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan daerah, 
daerah lebih mempunyai kebijakan untuk bisa membuka 
akses pekerjaan bagi warganya sendiri, mengingat Klaten 
masih banyak sektor-sektor bisnis yang bisa dibuka untuk 
lapangan pekerjaan. Jumlah pengangguran di Kabupaten 
                                                 
35 Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Klaten, jumlah siswa SMP 
atau yang sederajat mencapai 54.583 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 48.486 siswa SMP, 112 siswa 
SMP luar biasa, 168 siswa SMP terbuka, dan 5.817 siswa madrasah tsanawiyah (MTs). 
36 Data di dapat penulis dalam wawancara dengan Seger Hastuti Purwaningsih, S.Sos, M.Si. 
(Kasi Akuntansi Bidang Kas dan Akuntansi  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Klaten, tgl 16 April 2010, Jam. 10.00 di kantor DPPKAD 
37 Jumlah penduduk di Kabupaten Klaten pada tahun 2009 sesuai dengan data yang ada di 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten sebanyak 1.303.910 jiwa atau naik sebesar 0,26 % bila 
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Klaten sampai bulan Februari 2008 tercatat mencapai 50.549 
orang, untuk data 2009 belum didapat. 
e.    Pengembangan infrastruktur, minimal seperti jalan, 
penerangan, dan air bersih 
Pengembangan infrastruktur berupa jalan memang 
sudah lumayan bagus, kini masyarakat pedesaan 
dimudahkan dalam hal transportasi, beberapa daerah pelosok 
Klaten sudah di aspal, lampu sudah memasuki desa. Namun 
pembangunan tersebut terkadang tidak disertai dengan 
upaya perawatan. Dari data yang diperoleh bahwa banyak 
infrastruktur terkait transportasi yang rusak, tidak terawat 
dan tidak tergarap dengan maksimal.  
Beberapa di antaranya adalah Subterminal Manisrenggo dan 
Delanggu yang tidak difungsikan serta banyaknya 
infrastruktur jalan yang rusak parah dan tidak direhabilitasi. 
Ada sejumlah lampu Traffic Light (TL) yang tidak dapat 
berfungi/rusak. 
f.     Pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi, terkait dengan 
peluang investasi, lapangan kerja dan angka pengangguran. 
Dalam hal  pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 
Klaten pada tahun 2008 pertumbuhan ekonominya sebesar 
3,99 %. Sedangkan untuk Tahun 2009 pertumbuhan 
ekonomi sebesar 4,45 %. Hal ini menunjukkan perubahan 
yang cukup positif. Besarnya PDRB atas dasar harga 
konstan tahun 2000, pada tahun 2007 sebesar 
Rp.4.394.688,02 Juta, dan pada tahun 2008 sebesar 
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3,99%. Sedangkan pada tahun 2009 besar PDRB atas dasar 
harga konstan sebesar Rp. 4.782.654,31 juta, apabila 
dibandingkan dengan besar PDRB pada tahun 2008 sebesar 
Rp. 4.570.036,07 Juta mengalami kenaikan sebesar 4,45 %. 
Namun yang menjadi persoalan adalah  defisit APBD 2009 
yang mencapai kurang lebih Rp 32 miliar tersebut cukup 
mempengaruhi sektor ekonomi. 
Terdapat beberapa kebijakan yang dijalankan Bupati 
Klaten selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, 
namun pada kenyataan yang terdapat di lapangan dari hasil 
wawancara dan beberapa data yang penulis dapatkan, 
ternyata belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. 
Serta belum sepenuhnya memenui good local governance 
Beberapa indikator keberhasilan pengelolaan keuangan 
daerah juga menunjukkan kurang maksimalnya tujuan 
pencapaian pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten 
Klaten. Termasuk juga untuk dapat memenuhi pemerintahan 
yang baik. 
Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena banyak faktor 
yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dapat terlaksana 
dengan baik atau tidak. Tidak hanya faktor hukum 
(peraturan)  saja yang berpengaruh, namun fakktor-faktor di 
luar hukum juga ikut mempengaruhi bekerjanya suatu 
hukum di lapangan. Tidak hanya terletak dari peraturan, 
karena jika dilihat terdapat begitu banyak peraturan 
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keuangan daerah, bahkan hingga pedoman pelaporan 
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. di sinipun Bupati 
tidak bekerja secara sendiri, namun untuk evaluasi belum 
bisa didapat hasil yang efektif. 
Permasalahan yang terjadi yang menghambat 
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh Bupati 
Klaten Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
daerah dapat dilihat dengan 3 komponen yaitu dari segi 
struktur yang menjalankan kebijakan, dari segi subtansi, dan 
dari kultur atau budaya hukum masyarakat, yang akan 
dibahas lebih lanjut dalam pembahasan kedua. 
2. Faktor-faktor yang dapat menghambat Bupati Klaten dalam menjalankan roda 
pemerintahan selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan 
daerah dalam rangka menciptakan Pemerintah yang baik (Good Local 
Governance). 
Perlu dipahami bahwa hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan 
norma-norma sosial sebagai “hukum yang hidup”38. Dan hukum yang hidup 
menurut Eugen Ehlrich, dimaknakan sebagai hukum yang menguasai hidup 
itu sendiri, sekalipun ia tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan 
hukum39. Dengan diterimanya pengetahuan tentang hasil karya ilmu sosial, 
hukum akan lebih mudah dan mampu menghayati fenomena sosial. Hal ini 
berarti bahwa sekalipun hukum itu nampak sebagai seperangkat norma-norma 
hukum, tetapi ia selalu merupakan hasil dari pada proses sosial. 
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Hukum sebagai bagian dari lingkungan sosialnya, maka dapat dipahami 
bahwa hukum merupakan bagian dari subsistem diantara subsistem-subsistem 
sosial lainnya40. Sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat 
sebagai basis bekerjanya. Jika dihubungkan dengan kebijakan Bupati Klaten 
sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, akan nampak 
bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan negara tidak hanya dilihat dari 
peraturan-peraturan yang ada saja namun dilihat dari pelaksanaan di lapangan, 
dan bagaimana masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum bisa ikut terlibat 
dalam pengelolaan keuangan daerah. Mengingat hukum senantiasa dibatasi 
oleh situasi atau lingkungan di mana ia berada, sehingga tidak heran kalau 
terjadi ketidak cocokan antara apa yang seharusnya (das sollen) dengan apa 
yang senyatanya (das sein). Dengan perkataan lain, muncul diskrepsi antara 
law in the book dan law in action. 
Dalam permasalahan di atas telah diketemukan jawaban bahwa 
kebijakan Bupati Klaten dalam pengelolaan keuangan daerah belum dapat 
terlaksana dengan baik, dengan kata lain belum dapat berjalan dengan efektif, 
ditunjukkan dengan indikator keberhasilan dan merujuk kepada asas umum 
pemerintahan yang baik, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 
tahun 2004 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 atau dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009. 
Untuk dapat mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi akan 
dianalisis dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, di mana hukum 
dapat berjalan dengan baik dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu. 
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a. Komponen struktur 
Yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu 
dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung 
bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini memungkinkan untuk 
melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan 
terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Pihak-
pihak yang terkait dengan pengelola keuangan daerah kabupaten 
Klaten. Bupati Klaten selaku pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan daerah, serta pejabat-pejabat di bawahnya yang juga di 
beri kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah 
yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku41. 
Dari hasil wawancara juga diketemukan bahwa memang 
beberapa ketentuan (peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah) 
belum dapat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang42. Terutama 
Peraturan yang sifatnya baru/ yang disahkan pada Tahun 2009. 
Didapatnya data pengelolaan keuangan daerah yang belum 
sepenuhnya efektif, berkaitan dengan kinerja pejabat pengelola 
keuangan daerah khususnya Bupati Klaten selaku pemegang 
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah,  perlu penguatan lembaga 
dan peningkatan profesionalisme kerja dengan berorientasi pada 
tujuan pengelolaan keuangan daerah. Tujuan pembentukan berbagai 
                                                 
41 Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa Bupati selaku Kepala Daerah (Pemegang 
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah) juga melimpahkan kewenangannya kepada pejabat di 
bawahnya. Sesui dengan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabuaten Klaten Nomor 10 Tahun 
2009 yang dijabarkan lagi dalam Pasal 6, sampai dengan Pasal 16 Peraturan Daerah yang sama. 
42 Data didapat penulis dalam wawancara dengan Seger Hastuti Purwaningsih, S.Sos, M.Si. 
(Kasi Akuntansi Bidang Kas dan Akuntansi  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
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peraturan perundang-undangan terkait. Karena efektifnya suatu 
peraturan akan sangat bergantung pada birokrasi yang 
menjalankannya. Mengingat masyarakat yang merasakan hasil dari 
kinerja para pejabat pengelola keuangan daerah. Permasalahan 
pengelolaan keuangan daerah adalah permasalahan yang sangat 
riskan, mengingat untuk Kabupaten Klaten merupakan salah satu 
daerah dengan tingkat korupsi yang dilakukan pemerintah daerah 
cukup tinggi,43 sehingga menimbulkan kekhawatiran tersendiri. 
Karena pejabat berwenang dalam pengelolaan keuangan daerah 
Klaten menjalankan peran dan fungsi sebagai bagian dari birokrasi. 
Fungsi dan peran birokrasi meliputi hal-hal sebagai berikut. 
a. melaksanakan pelayanan publik;  
b. pelaksana pembangunan yang profesional (merrit 
system); 
c. perencana, pelaksana dan pengawas kebijakan 
(manajemen pemerintahan); 
d. alat pemerintah untuk melayani kepentingan (abdi) 
masyarakat  dan negara yang netral dan bukan merupakan 
bagian dari kekuatan atau mesin politik (netralitas 
birokrasi). 
Birokrasi (pemerintahan)  juga dapat diartikan sebagai suatu 
organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-sub struktur yang 
memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, 
peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan, dalam 
                                                 
43 http://klatenonline.com/klaten/kasus-korupsi-tertinggi-di-jateng-%E2%80%9Dpenegak-
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rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah 
ditetapkan. 
Dapat dibahas bahwa dalam melaksanakan pelayanan publik, 
pada kenyataannya masih banyak pelayanan publik yang belum bisa 
dilaksanakan seperti halnya pelayanan kesehatan yang lebih 
memadai dari tahun ketahun terutama bagi keluarga yang 
miskin/kurang mampu. Melaksanakan pembangunan yang 
profesional, memang untuk beberapa peraturan sudah dilaksanakan 
meskipun hasilnya belum efektif dan untuk sebagian lagi belum 
dilaksanakan dikarenakan peraturan tersebut masih baru. Jika 
merujuk pada teori “fiksi hukum” bahwa setiap orang dianggap tahu 
hukum dan wajib untuk bisa melaksanakannya. Demikian halnya 
dengan pihak yang mengelola keuangan negara, dengan begitu 
banyak peraturan dan kebijakan yang ada seharusnya telah mampu 
mewujudkan tujuan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi 
pada pemenuhan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 
Pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. 
Untuk perencanaan telah ada dengan berbagai kebijakan berupa 
peraturan perundang-undangan, pada tahap pelaksanaan tersebut 
yang belum maksimal, untuk tahap pengawasan terhadap 
pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan. Pengawasan sesungguhnya dilakukan secara internal 
maupun eksternal. Sebagai alat pemerintah untuk melayani 
masyarakat dan negara, dalam hal ini belum terwujud sepenuhnya. 
Mengingat masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses 
akan infrastruktur yang baik, lapangan pekerjaan yang luas di 
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dipungkiri terdapat keberhasilan dalam memberikan pendidikan 
gratis bagi anak SMP. 
Menjadi permasalahan juga bahwa pada tahun 2009 APBD 
Klaten mengalami defisit. Perlu diingat bahwa APBD merupakan 
salah satu pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam 
peraturan daerah, hal ini menunjukkan kekurang seriusan, kekurang 
cermatan dan ketelitian dalam manajemen pengelolaan keuangan 
negara, karena akan sangat merugikan keadaan seperti ini. Karena 
dalam setiap pedoman pelaporan keuangan selalu menyisipkan 
pemenuhan aspek ketelitian dan ketepatan, termasuk dalam 
perencanaan anggaran. 
Tidak dapat dipungkiri, tuntutan profesinalisme dalam bekerja 
akan sangat mempengaruhi hasil pekerjaan. Dengan peraturan yang 
begitu banyak jika tidak ditunjang dengan keseriusan dan 
profesionalitas yang tinggi maka akan sangat sulit untuk mencapai 
tujuan. Proses rekruitmen pada pejabat yang terkait juga menjadi 
fokus utama untuk peningkatan profesionalisme dalam bekerja. 
Kesadaran akan tugas dan disiplin dalam bekerja sangat diperlukan.  
b. Komponen substansi 
Yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan-
peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak 
yang mengatur maupun diatur. Dalam pembahasan ini terdapat 
beberapa peraturan yang digunakan sebagai landasan bagi 
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Salah satu yang menjadi kelemahan, dengan banyaknya 
peraturan yang ada tidak memungkinkan bagi semua pejabat 
pelaksana pengelola keuangan daerah khususnya Bupati Klaten 
selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Data 
yang diterima yaitu terutama peraturan yang terbit pada tahun 2009 
belum sepenuhnya disosialisasikan kepada pejabat pelaksana 
pengelola keuangan daerah44, hal ini yang cukup menghambat 
kinerja, seperti yang penulis ungkapkan di atas. 
Begitu banyaknya peraturan yang berhubungan dengan 
pengelolaan keuangan daerah. Baik berupa Undang-Undang, 
Peraturan Pemerintah, Peraturan daerah Kabupaten Klaten hingga 
Peraturan Bupati. Yang kesemuanya perlu dicermati dan dipahami, 
karena akan berpengaruh pada pelaksanaannya, harus ada 
kesesuaian antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, dan 
harus ada hubungan antar peraturan. 
Hasil data di lapangan, terdapat salah satu contoh peraturan 
yang masih menunjukkan ketidakjelasan ini, yaitu, 
1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah  




                                                 
44 Data di diperoleh dari hasil wawancara dengan Seger Hastuti Purwaningsih, S.Sos, M.Si. 
(Kasi Akuntansi Bidang Kas dan Akuntansi  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 



















































pada saat diterima 





Transaksi Pendapatan, Belanja, 
Dan Pembiayaan Dalam 
Bentuk Baranng Dan Jasa 
Harus Dilaporkan Dalam 
Laporan Realisasi Anggaran 
Dengan Cara Menaksir Nilai 
Barang Dan Jasa Tersebut Pada 
Tanggal Transaksi. Disamping 
Itu, Transaksi Semacam Ini 
Juga Harus Diungkapkan 
Sedemikian Rupa Pada Catatan 
atas laporan Keuangan 
sehingga dapat diberikan 
semua informasi yang relevan 
mengenai bentuk dari 
pendapatan, belanja dan 
pembiayaan yang diterima. 
Contoh transaksi yang 
berwujud barang dan jasa 
adalah hibah dalam wujud 
barang, barang rampasan, dan 
jasa konsultasi. 
 
Ketentuan tersebut, dinilai terdapat pertentangan di 
dalamnya sehingga ikut menghambat dalam proses 
pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam hal 
pembentukan laporan akuntasi pemerintah. Dengan 
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kinerja Bupati dan juga pejabat yang terkait dalam 
menjalankan tugas. Karena penggunaan penafsiran yang 
tidak tepat membuat hasil kinerja tidak dapat efektif, 
terutama berkaitan dengan pelaporan keuangan. 
2) Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2005 dalam PSAP 07-9 paragraf 58.  
Yang berbunyi “ penilaian kembali revaluasi asset 
tetap pada umumnya tidak tidak diperkenankan karena 
standar Akuntansi Pemerintah menganut penilaian aset 
berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. 
Dinyatakan bahwa, dalam pelaksanaan di lapangan tidak 
begitu menunjukkan kesulitan, namum ketentuan ini 
kurang pas. Namum penyimpangan dari ketentuan ini 
mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah 
yang berlaku nasional. 
Hasil wawancara tersebut juga menunjukkan bahwa 
peraturan boleh menyimpangi asal berdasarkan ketentuan 
pemerintah yang berlaku secara nasional. Jika mengingat 
tata urutan peraturan perundang-undangan dan asas-asas 
dalam peraturan perundang undangan. Bahwa peraturan 
yang satu dengan peraturan yang lain tidak boleh terdapat 
pertentangan termasuk masalah isi di dalamnya. 
Peraturan boleh menyimpangi dengan berlakunya asas 
lex specialis derogat lex generali, namun untuk 
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ini dinilai tidak sesuai dengan tata susunan peraturan 
perundang-undangan, karena terdapatnya penyimpangan. 
c. Komponen kultur  
Terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi 
bekerjanya hukum  dan ini disebut sebagai kultur hukum. Kultur 
hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang 
menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku 
hukum seluruh warga45. Kultur memegang peran yang sangat 
penting dalam penegakkan hukum, adakalanya tingkat penegakkan 
hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh 
kultur masyarakatnya, seperti dengan partisipasi masyarakatnya. 
Dari hasil wawancara memang masyarakat juga dilibatkan 
dalam kontrol pengelolaan keuangan daerah dengan adanya 
musrenbangda46, namun kenyataan kegiatan ini belum efektif 
dilaksanakan. Mengingat kultur masyarakat Klaten yang kurang 
peduli terhadap kegiatan kaitannya pengelolaan keuangan daerah, 
padahal masyarakat merupakan alat kontrol utama dalam setiap 
kegiatan pemerintahan, meskipun telah ada auditor baik yang 
bersifat internal mauapun internal. 
Kenyataan ini juga membuat tujuan pengelolaan keuangan 
daerah di kabupaten Klaten belum bisa menunjukkan hasil yang 
optimal. Kesadaran masyarakat untuk terlibat, baik secara langsung 
                                                 
45 Esmi Warassih, op.cit, hlm. 30. 
46 Data di dapat penulis dalam wawancara dengan Seger Hastuti Purwaningsih, S.Sos, M.Si. 
(Kasi Akuntansi Bidang Kas dan Akuntansi  Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
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maupun tidak langsung dinilai kurang. Partisipasi masyarakat atau 
peran serta masyarakat sebagai keterlibatan secara terus menerus 
dan aktif dalam membuat keputusan dan mempengaruhi 
kepentingan umum47. 
Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu indikator 
terwujudnya pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat 
memegang peranan yang penting dalam pembangunan khususnya 
pengelolaan keuangan daerah. masyarakat juga merupakan alat 
kontrol yang sangat efektif, karena masyarakat yang merasakan dan 
melihat langsung bagaimana bekerjanya komponen substansi dan 
komponen struktur dalam mencapai tujuan. Meskipun telah ada 
musrenbangda, namun tidak semua warga dilibatkan di dalamya. 
Padahal kebijakan yang dilaksanakan untuk memenuhi pelayanan 
terhadap masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Budaya 
masyarakat yang acuh tak acuh juga mempengaruhi bekerjanya 
hukum. 
Dari ketiga komponen tersebut, saling mempengaruhi meskipun 
sesungguhnya komponen kultur hukumlah yang sangat berpengaruh, 
karena budaya hukum masyarakat akan sangat mempengaruhi bagaimana 
hukum tersebut bekerja di masyarakat. Begitu pula dengan pengelolaan 
keuangan daerah, meskipun Bupati Klaten yang memegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan daerah namun jika tidak didukung budaya hukum 
yang tanggap dan partisipatif maka pelaksanaan pengelolaan keuangan 
daerah juga akan sulit menunjukkan keefektifitasannya. Karena jika 
                                                 
47 Muhammad Hendri Nuryadi, “Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Otonomi 
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melihat telah banyak pengaturannya dari undang-undang hingga 
Keputusan Bupati, jika tidak diimbangi parisipasi, akan sia-sia. 
Menjadi suatu bahwa dalam memberdayakan Pemerintahan Daerah, 
maka prespektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan 
dan anggaran daerah adalah. 
a. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada 
kepentingan publik (publik orinented). Hal ini tidak saja terlihat 
pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan 
publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat 
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan 
daerah 
b. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada 
umumnya dan anggaran daerah pada khusunya 
c. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para 
partisipan yang terkait dalam pengelolaan keuangan, seperti 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepala Daerah, 
Sekertaris Daerah, dan perangkat daerah lainnya. 
d. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, 
dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme 
pasar, value for money, transparansi dan akuntabilitas 
e. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah, 
dan PNS Daerah, baik resiko maupun dasar pertimbangan 
f. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran 
kinerja dan anggaran multitahunan. 
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h. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran 
DPRD, dan akuntan publik dalam pengawasan, pembinaan 
opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi 
anggaran kepada publik. 
i. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan 
pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna 
pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah. 
j. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah  untuk 
menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pembagunan 
komitmen pemerintah daerah  terhadap penyebarluasan 
informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian 
serta mempermudah pemerolehan informasi48. 
 
 
                                                 



















































1. Kebijakan yang dijalankan oleh Bupati Klaten selaku Pemegang 
Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka 
menciptakan Pemerintahan yang baik (Good Local Governance). 
Kebijakan yang dijalankan oleh bupati Klaten antara lain yaitu. 
a. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 
b. Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2006 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten; 
c. Peraturan Bupati Klaten Nomor 21 tahun 2008 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Klaten; 
d. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penatausahaan Bendahara Pemerintah Kabupaten 
Klaten. 
Dalam prkateknya kebijakan tersebut belum dapat berjalan 
dengan baik, hal ini di buktikan dengan masih tingginya angka 
pengangguran dan kemiskinan di Klaten, kurang transparannya pelaporan 
keuangan, serta kurangnya patisispasi masyarakat terhadap pengelolaan 
keuangan daerah yang merupakan pemenuhan good local governance. 
2. Faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja Bupati dalam menjalankan 
roda pemerintahan selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan 
keuangan daerah dalam rangka menciptakan Pemerintah yang baik 
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a. Komponen struktur 
Dari hasil penelitian diketemukan bahwa beberapa ketentuan 
belum dapat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang. Terutama 
Peraturan yang sifatnya baru/ yang disahkan pada Tahun 2009. 
Didapatnya data pengelolaan keuangan daerah yang belum 
sepenuhnya efektif, berkaitan dengan kinerja pejabat pengelola 
keuangan daerah khususnya Bupati Klaten, perlu penguatan lembaga 
dan peningkatan profesionalisme kerja dengan berorientasi pada 
tujuan pengelolaan keuangan daerah.  
b. Komponen substansi 
Salah satu yang menjadi kelemahan, dengan banyaknya 
peraturan yang ada tidak memungkinkan bagi semua pejabat 
pelaksana pengelola keuangan daerah khususnya Bupati Klaten 
selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk 
dapat memahaminya. Data yang diterima yaitu terutama peraturan 
yang terbit pada tahun 2009 belum sepenuhnya disosialisasikan 
kepada pejabat pelaksana pengelola keuangan daerah. Hasil data 
dilapangan, terdapat salah satu contoh peraturan yang masih 
menunjukkan ketidak jelasan ini, Peraturan Pemerintah Nomor 24 
tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah PSAP 02-6 
Paragraf 22 dan PSAP 02-6 Paragraf 63 
c. Komponen kultur  
Masyarakat juga dilibatkan dalam kontrol pengelolaan keuangan 
daerah dengan adanya musrenbangda, namun kenyataan kegiatan ini 
belum efektif dilaksanakan. Mengingat kultur masyarakat Klaten 




















































1. Dalam kenyataan di lapangan bahwa Pengelolaan keuangan daerah 
belum bisa terlaksana dengan baik, hal ini berimplikasi terhadap belum 
optimalnya pelayanan terhadap masyarakat yang belum terpenuhi dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara utuh. 
2.  Apabila hambatan-hambatan dalam kebijakan Bupati Klaten sebagai 
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara tidak segera 
ditangani dan diperbaiki, maka tujuan pengelolaan keuangan daerah di 
Klaten akan sulit terwujud. 
 
C. SARAN 
1. Komponen struktur: diperlukannya peningkatan profesionalisme 
dalam bekerja, dilakukan berbagai pelatihan kaitannya peningkatan 
Sumber Daya Manusia. Meningkatkan transparansi dan lebih 
membuka ruang publik agar masyarakat lebih dapat berpartisipasi. 
2. Komponen substansi: perlu adanya kesesuaian antara peraturan 
perundang-undangan, sehingga tidak ditemui lagi, peraturan yang 
saling menyimpangi. Bahkan yang saling bertentangan seperti diatas, 
sehingga kajian mendalam pada tahap penyusunan peraturan sangat 
diperlukan. 
3. Komponen kultur: masyarakat diharapkan lebih aktif dalam 
memberikan masukan dan juga kontrol terhadap pengelolaan 
keuangan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, karena 
budaya hukum masyarakat yang taat dan partisipatif akan sangat 
menentukan suatu kebijakan. 
4. Perlu segera diterbitkannya peraturan Daerah tentang mekanisme 
partisipasi masyarakat untuk mengkritisi perencanaan dan 
pembentukan kebijakan daerah dalam jajaran Pemerintah Kabupaten 
Klaten. 
